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ROSIETA BERNADYA PRAMADRI, SH, Program Magister Kenoteriatan, Fakuitas Hukum,
Universites: Brawijaya, Juli 2018, ANALISIS YURIDIS FERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 37 TAHUN 1998 PASAL 1 AYAT 2 TENTANG KEBERADAAN PEJABAT
PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA, Komisi Pembimbing Utama: Prof. Dr. Moch.
Bakri, SH, MS.; Pembimbing Kedua: Siti Noer Endan, SH, M.Kn.

Menurut pasal -1 avat 2 PP.37/1998 PPAT Sementara adalah Pejabat P=merintah yang

ditunjuk karena jabatannya untuk metaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di
daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Nyatanya di kota-kota besar tetap terdapat camat
yaig merupakan pejabat pemerintan yang ditunjuk sebagai PPAT Sementara, padahal al kota
tersebut teleh tersepar PRAT yang dapat membantu masyerakat datam mengurus akia-akta
anah. Pada pasai 1 ayat 2 PP 37/1993 dan PP 24/2016, kata cukup daizin geraturan tersebut
masth dipertanyakan puta parameternya. Mengingat bahwa setiap orang vang herada ot kota
hesar vang dasrah-daerahnya sebagian besar tanahnya telah terdaftar atau bersertifikat dapat
mengurus tanahnya pada PPAT tidak lagi kepada PPAT Sementara, karena berbeda halnya
dengain daerai-daerah peiosok yang tfanahnya oeitum terdafiar atau bersertifikat masih
memerlukan peran camiat sebagal PPAT Semenwra. isi pasal 1 ayat 2 PP tersebut dan kata
cukup yang tercapat di dalemiya dikatakan raasin ierdapat kekaburan norma, karena tidak
ditemukan parameter vsng  pasti. cukup yang seperti apa vang dikehendaki- oleh Badan
Pertanahan Nasional yang menjadi pertimbangannya untuk -mengangkat Camat di daerah
tertentu menjadi PPAT Sementara. Tidak terdapat jumlah yang pasti batas pengangkatan
PPAT aalamn suatu daeran seningge daerah tersebut dikatakan cukup atau oelurri cukup
PRAT:
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Metode  penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis
normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Kemudian bahan-
banan hukum yang diperoleh. melalui ‘bahan hukum primer berupa peraturan perundang-
undangan dan sekunder berupa wawancara akan dianaiisis dan dikaji Keterkaitanriya satu
sama iain, selain itu dalam pengoiahan data diguniakan menggunakan teori penafsiran fiukum
autentik dan gramatikai sarta teori kepastian hukum.
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Tidak terdapat kriteria yang pasti dari kata “belum cukup terdapat PPAT” dikarenakan tidak
ada peraturan yang secara baku tertulis rengenai formasi PPAT di tiap-tiap daerah dan
kriteria kata “telah cukup terdapat PPAT” terletak pada banyaknya PPAT yang menjabat di
suatu daerah yarig iokasinya tetah tersebar di sernua kecamatan-yang ada di daeian tersebut,
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Kata kunci: Pejabat Pembuat Akta Tanah, Keberadaan PPAT Sementara
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ROSIETA BERNADYA PRAMADI, SH., Program Magister Kenotariatan, Fakuitas Hukum,
Universitas: Brawijaya, Juli 2018, ANALISIS YURIDIS PERATU! \A'\ PEMERINTAH
NOMOR 37 TAHUN. 1998 r—‘A._Al. 1 AYAT 2 TENTANG KEBERADAAN PEJABAT
PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA, Komisi Pembimbing Utama: Prof. Dr. Moch.
Bakri, SH, MS.; Pembimoing Kedua. Siti Noer Endan, SH, M.Kn.

Menurut pasal 1 ayat 2 PP 37/1998, PPAT Sementara adalah Peiabat Pemerintah yang
ditunjuk kairena jabatannya untuk metaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di
dacrah yang belum cukup terdapat PPAT. Nyatanya, di kota-kota besar ietap ierdapat carnat
yang mempak 0 pejubut pemerintan yang ditunjuk sebagai PPAT Sementarg, padahal di kota
tarsebut telan tersecar P AT vang dapat menibantu masyarakat dalam mengurus ekia-akta
tanah. Pada pasa! 1 ayat 2 PP 37/1998 dan PP 24/2016, paremeter dari kata ‘cukup’ dalam
peraturan tersebut masih dipe| tanyakan. Mengingat bahwa setian orang yang herada di kota
besar yang sebagian besar tanahnya telah terdaftar atau bersertifikat dapat mengurus tanahnya
pada PPAT, tidak iagi kepada PPAT Sementara, Karena berbeda nalnya dengan -daerah-
dacrah pelosok yang tanahinya betur terdaftar atau cersertifikat dan masifi memeriukan peran
camat sebzgai PPAT Sementara. isi pasel 1 ayat 2 PP tersebut dan kata “cukup™ yang terdapat
di dalamnya dikatakan masih terdapat kekaburan normsz, karena tidak ditemukan parameter
yang pasti mengenai kata ‘citkup’. seperti apa yang dikehendaki. cleh Bacdan Pertanahan
Nasional, dimana hal tersebut menjadi pertimbangannya untuk mengangkat Camat dt daerah
tertentu menjadi PPAT Sementara. Tidak terdapat jumiah yang pastl mengenai batas
pengangkatan PPAT dalam suatu daerah sehingge PPAT di daerah tersebut dapat dikatakan
cukup atau belum cukup.
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iVietode penelitian vang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis
normatit dengan pendekatan peruridang-tndangan dar pcnder\atar. kasus. Kemudian ‘bahan-
bahan-hukum.yang diperoieh melalui bahan hulkurn pr mer berupa peraturan perundang-
undangan dan sekunder bsrups wawancara ekan dianaiisis dan dikaii keterikaitannya satu
sama Jlain. Selain itu, dalam pengolahan data digunakan mengounakan  t=ori. penafsiran
hukum autentik dan gramatika! serta teori kepastian hukum.
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Tidak terdapat kriteriz veng pasti dari kata “belum cukup terdapat PPATY dikarenakan
tidak ada peraturan vang secara baku tertulis mengenai formasi PPAT di tiap-tiap dasrah dan
kriteria kata “telah cukup terdapat PPAT” terletak pada banyaknya PPAT yang menjabat di
suatu daerah yang lokasinya telah tersebar di semua kecamatan yang ada di daeran tersebut,
dengan begiiu maka dapat dikatakan banwa daerah tersebut telan cukup terdapat PPAT.
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Kata kunci: Pejabat Pembuat Akta Tanah, Keberadaan PPAT Semantaia
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ROSIETA BERNADYA "’QAMADI, SH., Master of Notarial Law Postgraduate Program,
Law - Faculty, - Brawijaya. University,. Juiy- 2018, - JURIDICAL - ANALYSIS OF
GOVERNMENT REGUL AT ON NO. 37 OF 1998 ARTICILE 1 SECTION 2-ABOUT THE
EXISTENCE OF IMPERMANENT LAND DEED OFFICIAL, Supervisory. Comimission:
Prof. Dr. Moch. Bakri, SH, MS., Second Counselor: Siti Noer Enaah, SH, vi.Kn.

According to Article 1 Section 2 of Government Regulation 37/1998, Impermanent Land
Deed Official 1s Official Government who because of their position appointed to carry out the
role of Land Deed Officiai by making Land Deed C)'h"icial In areas wnich nave not sufficient
Land Deed 'Cfficial. I fact, in big Cities there are still ‘any subdistric ‘head as officials
cover-*mﬂnt who appointec ‘as imperméanent Laind 'We d Official; whereas i.and Dead Gificial

hat has been spread-in the, city can heln people in-manzging land deeds. In Af*‘r te 1 Section
2 of Government Regulstion 27/1998 and Government Requlation 24/2016, the parameters of
word ‘sufficient’ in the regulation is aiso still.questionabie.. Remember that any person in
iarge city who's the fand areas are mostly registered or certified can take care of nis fand at
Land Deed Official, no longer to Impermanent Lend Deed Official, because that is ditferent
with rimlands which the land has not been registered ar certified and stili reqiiire the tole of
subdistrict-heac as Impermanent Land Desd Official.- The contents of ‘Article 1 Section 2 of
Government Regulation and the ‘sufficient” waid contamed arg said to have a blurring norms,
because there Is no found the certain ‘sufficient’ parameter that was desired by National Land
Agency which become its consideration to appoint subdistric head in certain areas to become
Impermanent Land Deed Officiai. There is no exact number about limitation appointment of
LLand ‘Deed Cfficial n- an ared 5o that the Land Ceed ‘Official in that ‘ar=a can bz said

sufficient or insufficien
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ne €searcn metnoa that used in Wis thesis researciiis normative juridical researcn with

h lf legislation and case. Then the legai materizals that cbtained through pritnary iegal
materia I= with legislation and secondary with interviews that the relevance of each other will
be analyzed and. studied.  In -addition, the theory of ~authentic and. grammatical - law
interpretation and theory of legal certainty is used for the data processing.

There is no certain criteria of words "there s insufficient of i.and Deed Official"” because
there is no. written rules about-L.and Deed Official formation in each area and:the criteria of
words "there is sufficient Land, Deed Official " lies in the number of Land Deed Official that
officiate in an area whose l1ocation has been spread in all subdistricts in the area, so it can be
said that the area has sufficient Land Deed Official.
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Keywards: Land Deesd Official, Existence of Impermancnt Land Deed Official
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PENDARULUAN

1.1 Latar Belakang Masaian
Meluasnya aktifitas masyarakat menyebabkan pertumbuhan ekonomi di. masyarakat
semakin meningkat diiringi dengan keoutuhan masyarakat akan tanain juga meningkat, karena

tanan merupakean keobuiuhan mendasar setiap manusia gaiam hal terripat tinggal. Hal tersebut
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ditandai dengan. adanya pembelian tanah dan atau penggunaan. lahan pertanahan. untuk
Kepentingan ekonomii maupun untuk kebutuhan indiviau. Berbicara mengenai meningkatiya

kegiatan yang berhubungan dengan tanah seperti jual beli; ‘hibah, pemasangan hak
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tangounogan, . tukar menukar, dan. sebanainya, dapat berakibat pada semakin besarnya

pendaitaran atas tanah yang dilakukan masyarakat kepada pemerintan aan pemerintah

ciwajibkan mermberikan pelayanannya kepada masyarakat. Dalam hal ini instanst pemerintah
yang memiliki tanggungiawah dalam menyelengoarakan kegictan pendaftarein tanah adalah
Badan Pertanahan Nasionai. Dalam Peraturan Fresiden Nomor 63 Tahun 2013 Tentang
Badan  Pertanahan Nacichal “Republik “Indoricsia’ cicebutkan bahwa Bacan Pertanahan

Nasional (BPN). adalah lembaga Pemerintaih Nen. Kementrian yang herada  di hawah
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Presiden dan bertanggung jawab Kepada Presiden dan dipimpin oieh Kepaia Badan yang

£
i

rmempunyel tugas melaksanakan kegiatan di bidang pertanahan secaia nasionat, regional dan

sektorai'sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<
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Selanjutnya tugas lain cari Kepala Kentor Pertanahan Kabupaten/Kots dan dibantu

oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah vang selanjutnyva disebut PPAT serta Pejabat lain, dapat

melakukan proses pendaftaran tanah menhurut peraturan pemerintan dan peiaturan perundang-

undangan yang bersangkuten, termuat delam fPasai 6 ayat 1 dan 2 Peraturen Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (LN Nomor 59, TLN Nomor 3696),
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selanjutnya-disebut PP 24/1997. Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan seorang pejaoat

umurm yang telah diberi wewenrang untuk membuat skia-akta terferiu. Akia-akta tertentu

yang dimaksud adalah akta yang berisi perjanjian tentang psmindahan hak atas tanah dan
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pemberian nak atas tanan sebagai tanggungan. Seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah
diangkat dan diperhentikan olen Menteri. iMenteri adaizh Menteri yeng bertanagung jawab di
bidang agraria/pertanahan.. Hai tersebut termuat dalam pasal 1 ayat 9. Pzraturan Pemerintah

Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Fejabat Pembuat Akta Tanah (LN Nomor
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52, TLN 'Nemor 3748) cefanjuinya disebut PP 37/1998 yang diperbaharui menjaci Peraturan
Pemerintah.Nomar 24 Tahun 2016 (LN Nomoi 120, TLN Nomer 5893 ) selanjutnya disebut

PP 24/2016. Dalam menjalankan tugas membuat akta-akta tertentu, terdapat pejapai iain di
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amp al Pemibuat Akta Taneh yang diberi wewsrnang sama dengal abal i
sa Pejabat Pempuat Akta Taneh yang dibe zran na dengan Pgjabat Pembuat

Akta Tanah yang disebut dengan Pejabat Pembiiat Akta Tanah Sementara selanjutnya disehut

PPAT Sementara yang dijabat oleh Kepala Kecamatan yang diangkat berdasarkan surat

keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provins! tempat kecudukan

PPAT Sementara tersebut.

Pada dasarnyz yang menjabst sebagal PPAT Sementara adaiah kepala kecarnatan

yang karena jabatannya dianggap memahami dan mengetahui kondist dan perrmasalahan yang
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ada di daerahnya khususnya soal tanah, ia diberi wewenang agar dapat melakukan tugas
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sehagal Pejobat Pembuat Akta Tanah di dalam daerah yang menjadi dasar genunjukennya dan

di tempat tersebut juga belum cukup terdapat Pejabat Pembuat Akta Tanah. Menurut Pasal 2

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

ayat 2 PP Nomor 37 Tahun 1998 mengatakan dengan adanya PPAT Sementara, masyarakat

yang berada di daerah’ yang belum cukup tercapat Pejabat Fembuat ‘Akta Tanah dapat

dimudahkan dalam menerima pelayanan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah,

antara lain sebagai berikut:

3. Pembuatan akta jual bali;
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. 'Pembuatan akia tukar menukar;

o

(@)

~ Pembuatan akta nibah;

d. Pembuatan akta pembaogian hak bersama;

| REPOSITORY.UB.ACD |

e. Pempuatan akta pernasukan ke dalam perusanaan / inbreng;

)
7

fo Pembuatan akta Paimberian Hai< Gtina Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;

{®]

Pembuatan akia Pemberian Hak Tanogungai:
n. Pembuatan akta Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan;

Dalam PP 27 Tahun 1998 pasal 1 ayat 2 jelas dikatakan oahwa:
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“PPAT Sementara adaiah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk

melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belurm cukup

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

terdapat PPAT™

Dari isi pasal di atas dapat diketahui banwa kata belum cukuo Pejabat Pembuat Akta Tanah

dapat digaris -bawahi dalam pasal tersebut. Kemudian dalam Peraturan Kepala 3adan
Pertanahan Nasional Nomor 1 Tzhun 2006 tentang - Ketentuan  Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT pasal 9 ayat 2, yang

selanjutnya disebut Perkaban 172006 jeias dikatakan bahwa:
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“Daiam. hal di daerah kebupaten/kota yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan

£
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sebagaiimana dirmaksuda dalari Pasal 7 PPATrya telan terpenunii, maka terhadap
Camat yang heru difantik tidaic lagi dituniuk sevagai PPAT, kecuali jumiah PPAT

yang telah ada herkurang dari jumlah formasi yang telah ditetapkan atau formasinya

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

diadakan perubahan.”

Hal ini jelas berkaitan dengan formasi Pejabat Pembuat Akta Tansh yang ada di suatu daerah.

Berbicara mengenal formasi atau kebutuhan dan pengadaan Pejabat Pembuat Akta Tanah
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yang nantinya akan berpengarun pada pengangkaian Pejabat Pempuat Akta Tanah Sementara,

| RepOSITORY.UB.ACID |

hial tersebut telah tercantum daiam pasal 7 ayat 1 Parkaban '1/2006, yang barisi:

“Formasi atau kebutuhan dan pengangkatan PPAT ditetapkan oleh Kepala Badan untuk

setiap daerah kerja PPAT dengan mempertimbangkan faktor sebagar berikut:

a. Jumlah kecamatan di daerah/kota yang bersangkutan;

t. tinglat perbuatan hukuim tertentu’ mengenal tiak katas tanah atau Hak Milik ‘Atas Satuan
Rumah Susun sebagaimans dimaksud dalam pasai 2;
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c. tingkat perkembangan ekonomi daerah yang hersangkutar;

d. jumlzh permohonan untuk dapai diangkat sebegal PPAT di dacrzh kabupaten/kota yang
bersangkutan;

e. jumian PPAT yang sudah ada pada setiap daerah kabupaten/kota yang bersangkutar;

| REPOSITORY.UB A(?'ID |

f-lain-lain faktor yang dianggap penting cieh Kepzia Badan.”

Pasal tersebut memuat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan Kepala Badan dalam

mengangkat Pejabat Pembouat Akta Tanah di setiap daerah kerjariya.

Namun pada. kenyataannya saat ini, di kota-kota besar tetap terdapat camat. yang
mertpakan - pejabat pemerinian  yang- ditunjuk = sebagai - Pejanat Permbuat Akta Tainah

Sementara, padahal di kota tersebut telah terszhar Pejacal Pemiuat Akta Tanan yang dapat
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membantu.masyarakat dalam:menqgurus akta-akta tanah. Kembali pada PP 37 Tahun 1998
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dan PP Nomor 24 Tanun 2016 tentang Perubanan PP Nomor 37 Tanhun 1993 Tentang
Peraturan Jabatan Pembuat Akia Tanah pasal 1 ayat 2, yang seianjuinya disebut PP 24/2016,

kata cukup dalam peraturan tersehut masih dipertanyakan pula parameternya. Mengingat

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

panwa setiap orang yang berada al kota besar yang daerah-daerahnya sebagian besar

tanahnya telah terdafiar atau bersertifiket dapat mengurus tanahnya pada PPAT tidak iagi

kenada PPAT Sementara, karena herbeda halnya dsngan daerah-dzerah pelosok yang

tanannya belum terdaftar atau persertifikat masih memerlukan peran camat sebagai PPAT
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Semerntara karena camat sebagai PPAT Sementara mempunyal nubungan pemerintanan

| RepOSITORY.UB.ACID |

dengan Kepala Dese Karena Kepala desa/ i_urai yang membpawa data mengenai riwayat tenah

pada daerah tersebut atau dapat dikatskan buku kerawangan desa.

Ist pasal 1 angka 2 PP tersebut dan Kkata teium cukup yang terdapat di- datamnya
dikatakan masih terdapat. kekaburan norma, karena tidak ditemukan paramster yang pasti
CUKUp yang seperti apa yang dikehendaki oleh Badan Pertanahan Nasional yang imenjadi

vertimiangannya untuk mengangkat Camat di ‘daerah tertentu menjadi PPAT Sementara.
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Tidak terdapat jumlah-yang pasti batas pengangkatan PPAT dalam suatu-daerah sehingga

daerah terseout dikatakan cukup atau oeium cukup PPAT.

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

Sebhagai contohnya di Kota Malang, telah banyak terdapat-PPAT namun masih

terdapat pula camat yang diangkat menjadi PPAT Sementara. Kota Malana sendiri memiliki

5 (fima) kecarnatan, sernua kepala Kecarnatan yang ada menjaai PPAT Sementara. Menurut

data yarg telah tersedia, sampai dsngan tahun-2016 (dua ribu enam kelss) jumleh PPAT di
Kota Malang telah mencapai angka 89 (delapan puluh Sembilan) orang.' Tidak hanya itu,
seimakin hart masih teraapat FPAT yang diangkat dan memiliki daerah kerja ai Kota Malang

cula. Kota Malang merupalkan kota hesar yang di berbagai daerahnva tanah-tanahnyz telah
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banyak yang bersertifikat atau terdafiar sehingga apabila ingin melakukan perbuatan hukum
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tertentu rmengenai tanan tersebut, penduduk kota Malang aapat langsung menuju PPAT yang

telah tersebar di berbagai dagrah di ikota ini.
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Tentunya hai ini berlawanan dengan bunyi oaari pasal 9 Perkaban 1/2006, maka

terdasarkan hal tersebut penuiis tertarik untuk melakitkan penelitian dengan judul “Analisis

o

Yuridis Peraturan Pemerintah- Nomor 37 Tahuin 1998 Pasal 1 Angka 2 Tentang Keheradaan

Pejabat Pembuat Akia Tanah Sementara.”

Yhtep //ngalam.co/2016/02/26/daftar-kantorsnotaris-dar-ppat-di-kota-matang/’ diakses pada tanggal '/ Maret
2018 pada pukul 13.00 WIB

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS



http://ngalam.co/2016/02/26/daftar-kantor-notaris-dan-ppat-di-kota-malang/

| RepOSITORY.UB.ACID |

1.2. Rumusan Masalah

37/1998 dan kata “telah terpenuhi” dalam pasal 9 Perkaban 1/2006?
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1.2.2. Apakah pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Radan Pertanahan Nasiona! Propinsi

tetap ‘mengangkat Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara berdasarkan Perkaban

| REPOSITORY,UB.AC.ID |

a ~
1/2006 7

1.3. Tujuan Penulisan

1.3.1. Untuk menganalisis dan mermaharni kriteria kata “belum cukup terdapat PPAT™ dalam

/I)

pasal (1) angka {2) PP 37/1998 dan keta “ielah terpenubi” datzim pasai 9 Perkaban

1/2006.

1.3.2. -Untuk menganalisis: dan-memahami yeng menjadi pertimbandan Kepala Kantor
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Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi tetap mengangkat Pejabat Pembuat Akta

£
i

G

Tanah Sementara berdasarkan Perkaban L1/2006.

1.4, Kerangka Teoritik
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1.4.1. Teori Penatsiran Hukum
Penafsiran hukum adalah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan,

menjelaskan, menegaskain baik dalam arti memperiuas maupuin niembatas: atau

rmempersempit “pengertian hukum yang ada daiam rangka penggunsannya uniuk
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memecahkan masaiah atau peisoalan yang sedang dihadapi. istitah lain unwk

| RepOSITORY.UB.ACID |

penafsiren hukum adalah interpretasi huvum.

Macam-macam. penafsiran hukum yang dikenal dalam.pelaksanaan hukum sehari-

hari adalah penafsiran autentik, penafsiran gramatikal, penafsiran analogis, penatsiran
sosiolegis, penafsiran nistoris, penafsiran ekstensif, penafsiran restrikiif, penafsiran a
contrario, dan penafsrian penyvamaan atai penafsiran pengangkatan.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai macam-macam penafsiran hukum:”
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). Penafsiran autentik

Penafsiran autentik atau penafsiran resmi yaitu suatu penatsiran hukum yang

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

secara resmi terhadap maksud dari ketentuan suatu peraturan hukum dimuat datam

peraturan. hukum -itu ‘sendiri -karena penafsiran. tersebut secara asii -berasal dari

pempentuk hukum 1tu sendiri.

Conioh penafsiran auteritik acaiah -
o Penafsiran kata “malem’ yang dalam Pasal 98 KUHP ditegaskan sebagai
“masa di antara matahari terbenam dan matahar terbit”.

e Penaisiran tentang tata cara pelaksanaan nukurnan mati di indoriesia yang
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n

dalam Pasat 1 Penetapan Prasiden No. 2 Tahun 1964 ditegaskan caranya, yzitu
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dengan cara “ditembak’’.

k). Perafsiran gramatika!

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Penafsiran gramatikal vaitu suatu penafsiran hukum yang didasarkan pada

rmaksud pengertian perkataan-perkataan ~yang tersusun  datam - ketentuan - suatu

7 Lukrian - Santoso, Penganiar llmu Hukum Sejarah Fengertian Konsep Hukunmi Aliran Hukuni “dan
Penafsiran Hukurn, Jekarta: Setara Press, 2016

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS




peraturan hukuim, dengan catatan bahwa pengeriian maksud perkataan yang !azim

| RepOSITORY.UB.ACID |

bagi umumleh dipakai sebagai jawabannya.

Contoti penafsiran giamatikal adaiah daian Pasai 1 Penetapan Presidein No. 2 Tanun

964 yarig mengatur tentang tate cara pelaksanazn hukuman mati di 1ndenesia hanya
menegaskan bhahwa. pelaksanaan hukuman mati. dengan cara ditembak. Tetapi
meskipun dermikian, secara grainatikal tentunya dapat ditafsirkan baiwa penembakan

it bukanlah - asal: semibarang itembak, ‘meiainkan penembakan yang menyebabikan
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kematian terpidana, atau dencan kata lain terpidana ditembak sampai mati.

C). Penafsiran analogis

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

Penafsiran anaiogis adalah penafsiran. hukum vang menganggap suatu hal

yang belum diatur dalam suatu hukum sebagai hal atau disamakan sebagai hal yang

sudah diatur ¢alam hukum tersebut, karena hal ini memang bisa dan periu dilakukai.

Contoh penafsiran anaiogis agalan tenaga fistrik atau aliran listrik yang sebenarnya
bukan berwujud barang dianggap sama dengan barang atau ditatsirkan same, szhingga

pencurian tenags listrik atau aliran listiik dapat dihukum, meskipun dalam undang-
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undang masaiah pencurian listrik tersebut belum diatur.
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). Perafsiran sistematis

Penafsiran sistematis yaitu penafsiran hukum yang didasarkan atas sistematika

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

pengaturan nukum dalam-hubungannye antarpasal atau eyat cari peraturan nukum-itu

sendiri dalam mengatur masalahnya masing-masing

€). Penafasiran sosioiogis
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Penafsiran sosiologis adalah penafsiran hukum yang digasarkan atas situasi

| RepOSITORY.UB.ACID |

menyelaraskan . peraturan-peraturan hukum . yang sudah —ada - dengan bidang

pengaturannya perikut segala masalah dan persoalan yang berkaitan di aalamnya,
yang pada dasarnya merupakan masalain baru bagi penerapen peratiran hukum yang

bersangkutan.

Contoh  penafsiran —sosiclogis adalah ~orang yang dspgan  sengaia  melakukan
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penimhunan . baranog-barang kebutuhan pokok masyarakat secara.sesiclogis. dapat
ditafsirkan sebagai teiah melakukan tindak pidana ekonomi, yakni tindak pigana

kejahatan untuk mengacaukan perekonomian masyarakat, meskipun tujuan orang itu
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hanyalah untuk mencari laba yang sebesar-besarnya untuk dirinya sendiri.

f). Penatsiran historis

Penafsiran historis adalah penafsiran hukum yang dilakukan terhadap isi dan
maksud suatu ketentuan hukum yang didasarkan pada jalannya sejaran yang

mempengaruhl permbentukan hukuin terssbut.
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Contoh penafsiran hisioris adaiah dalam Kitab Undang-Undang Hukum - Perdata
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Belanca tidak dikenal adanya adopsi atau pengangkatan znek, kecuall bagi goiongan
Timur Asing Cina. Hal ini secara historis bisa disa ditafsirkan dari sejarah kehidupan

Bangsa Belanda sendirl yang pada mulanya hidup bermarga-marga di mana ikatan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

keturunan darah asli dalam suatu marga menjadi pegangan dasar kehidupan mereka.

Akibatnya, - demi keaslian  Kketurunan. marga terszbut. ~maka ~mereka tidak

membenarkan adanya adopsil.
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Penafsiran ekstensif yaiw suatu penafsiran hukum yang bersitat inemperiuas

| RepOSITORY.UB.ACID |

Ini pengertian suaty ketentuan hukum dengan meksud agar dengzn perivasan tersebut,

hal-hal vano tadinya tidak termasuk dalam ketentuan hukum tersebut sedangkan

ketentuan hukum lainnya pun belum ada yang mengaturnya, dapat dicakup oleh
ketentuan hukum yang dipzarluas itu.

Akibatnya masalah-masalah yang ditimbui<an oien hai-hal tersebut dapat aipecahkan

dengan menggunakan <eteniuan hukumyang isinya telan dipertuss melalul penafsi

an
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ini, sehingga tidak periu lagi repot-repot disusun suatu ketentuan hukum yang baru
lagi, yang Khusus dibuat hanya untuk mengaiur nal-hai baru yang itu saja.- Contoh

penafsiren ekstensi yaiiu Pagal 100 KUHP yang merngerlias pengeritan dart kKunci
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alsu dengan menegaskan bahwa yang masuk. sehutan kunci palsu yaitu. sekalian
( C yang :

perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kKunct itu.

h). Penafsiran restriktit
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Penafsiran restriktif adalan penatsiran hukum yang pada dasarnya merupekan
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lawan atau kebalikan dari. penafsiran ekstensif. Kalau penafsiran ekstensif bersifat

memperluas pengertian suatu ketentuan nukum, rnaka penaisiran restriktif justru

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

bersifat mereiriksi, meiribatasi atau meinpearkecil pengeriian suatu keientuan Hukum
dengan maksud agar dengan pembatasan tersebut, ruang lingkup pengertian ketentuan

hukum tersebut tioak fagli menjadi terlaiu iuas sehingga kejelasan, keiegasan dan

kepastian hukum yang ierkanoung di deiamnya akan iebih raudah dirai.

10
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Akibatnya dalam penerapan dan pelaksanaannya, ketentuan hukum tersebut
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ekan labih mengena terhadap sasaraninya karena memang raknanya sendiri telah

dibatasi dan. diarahkan secara . khusus  kepada masalah yang. menjadi sasaran

pengaturannya.

i) Penefsiran a contraric

Penafsiran a contrario -adalah penafsiran- hukum yang didasarkan -pada
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perngertian atau keskimpulan yang bermakina ‘sebaliknya dari it pengertian ketentuan

hukum yang tersuret.

Contoh penafsirzn a contrario adaiah Pasal 77 KUHP yang menagaskan banwa hak

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

(penuntut) . untuk menuntut. hukum terhadap tertuduh  menjadi gugur apabtla si

tertuduh meninggai dunia. Jadi, secara a contrario atau kebalikannya dapat ditafsirkan

bahwa kalau si tertuduh beium meningggal, hak penuntut untuk menuniut atas dirinya
belumlah gugur. sepanjang tidak adanya hal-hal lain veng juga capat mengougurkan

hak penuntutan tersebut (seperti yang diatur Pasai 78 KUHP).

J). Penafsiran penyemaan gtau penafsiran pengangkatan
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Penafsiran penyamaan atau penafsiran pengangkatan adalah penafsiran hukum
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yang sifatriya mengangkat kedudukan hal-hal 'yang -lebin rendan dergjatnya dan

menyamakannya dengan -hal-ha! yang iebih tinggh derzjatnya; yang tujuannya juga

J
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untuk penegasan kepastian hukum.

Contoh | penafsiran.. penyamaan - adalah. penafsiran: ‘hukum yang = menyamakan

kedudukan Peraturan Perundang-Undangan dengan kedudukan undang-undang daiam

keadaan darurat.
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Viaka dari beberapa teori penaisiran hukuni yang telah dijanarkan oieh penulis, imaka
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pemulis = memitih cteori penafsiran - hukoum  Czutentk - dan gramatikal -~ uniuk

menyelesaikan permasalahan hukum yang dikemukakan oleh nenulis.

1.4:2. Teori Kepastian Hukum
Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai
bagian dari upaya mewujudxan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian niukurn adaiah

pelaksanaan atau penegaxan hukum terhadap suatu tindakan tanpa mernandang siapa
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yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan

apa yang akan dialami jika meiakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperiukan

untuk mewujudkan prinsip persamiaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi®

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisankan-cari hukum, terutama

untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna

karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedornan. perilaku. bagt setiap orang.

Kepastian senditi disebut sebagai salah satu-tujuan dari hukum.

Kata kepastian ini berkaitan erat dengan asas kebenaran. yaitu sesuatu ‘yang

secara ketat dapat disilogismekan secara iegal-formel. ‘Ivietalui legika deduktif,
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aturan-aturan hukum posttif ditempatkan sebagai premis mayor. secangkan peristiwa
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konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat
diperoich konkiusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sshingga

semua orang wejib berpegang kepadanya. Dengan pegangan -inilah -masyarakat
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menjadi tertib. Maka dari itu, kepastian akan mengarahkan. masyarakat kepada

ketertiban.”

Moh. - Mahfud MD, Politik Hukunm di indonesia, Jakarta: Rajaweli Pars, 2011, hal. 7C
bomyia | '
Shidarta, Hukum Penataran dan Penalaran Hukum, Yogyakarts, Genta Publishing, 2013. Hzi 8
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Kepastian hukurn akan menjamin seseorang meiakukan perilaku sesuai dengan
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ketentuan “hukum - yang - berlaku, sebaliknya tarpa ada. kepastian “hukum - maka

seseorang tidak memiliki ketentuan baku dslam menjalankan perilaku, Dengan

demikian, tidak salah apabila Gustav Radbrucn mengemukakan kepastian sebagai

salah satu tujuan dari hiukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaiian arat dengan

balk ketentuan maupun Keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk -pada
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pelaksanazan tata kehidupan yang dalam pelaksanaan tate kehudpen' yang: datam
pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidzk dapat dipengaruhi

oleh keadaan-keadaan vang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.”
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Kenastian merupakan ciri yvang tidak dapat dipisahkan cari hukum, terutama

untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna

karena tidak dapat legi digunakan sebagal pedoman perilaku bagl setiap orang.
Kepastian sendiri disehit sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara
historis, perbincangan mengenal kepastian hukum merupakan perbincangan yang
telah muncut ‘semenjel adanya gagasan pemisahan kekuaszan dari :\/lcnte:;c,uieu.6

Keteraturan. masyarakat herkaitan erat dengan kepastian dalam  hukum, karena

<
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keteraturan merupakan inti dari Kepastian 1tu sendiri. Keteraturan menvebabkan orang

£
i

dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang

diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.’

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

NuiAgus Susanto, Dimensi Aksiclogis Dari Putusan l&au “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nemor

7 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal- Yudisial Vol 7 No 3 Desember 2014, Hal. 18

° 1 Nyoman. Nurjays, Memahami iedudukan dan chastlan Hukum :Adat Dalam Politik Pembangunan
Hukum Nasicnal, Guru Besar Fakuitas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Volume XVI No. 4 Tahun 2011
edisi‘Septambper, hal. 239
- tbid:
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Kepastian hukurn sepagaimana keadilan can kemanfaatan nukum adaiah

| RepOSITORY.UB.ACID |

sesungounnya sebuah doktrin,-Doktrin kepastian hukum: mengajarkan kepadz setiap

pelaksana dan penegak hukum untuk (demi terkendalikannya kepatuhan warga agar

Ikut-menjaga ketertiban dalam kehidupan) mendayagunakan hukum yang sama untuk
kasus yang same. Dokirin ini mengajarkan agar setiap ahli -hukum, knususnya yang
tengah bertugas sebagai hakim, tidak menggunakan rujukan-rujukan: normatif lain

sefain 'yang terbiiang norma hukum guna menghukumi sesuatu perkara. Demi

BRAWIJAYA
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kepatuhan, hanya norma fukum yang telah diundangkan sajalah yang secara fivkum
dan- konsekuen. boleh dipakai untuk menghukumi. sesvatu perkara. Tidaklah norma

hukum ini bole dicampuri pertimbangan-pertimbangan yang merujuk ke sumber-

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

sumber- normatif yang lain; seperti misatnya ncrma moral; rasa keadilan, idzotogi

politik, ' keyakinan - pribad!, ataupun -lainnvea: - Diyakini crang, hahwa dengan

dipatuhinyadoktrin seperti itu hukum (sebagai suatu intuisi) akan amat berdaya untuk

mengefektifkan  berlakurya kaidah-kaidahrya '~ guna = menata  kenicupzn @ dan

menegakkan tertib di dalamnya.®

Dari uralan-ureian mengenai kepastian hulkum di atas, maka kepastan dapat

mengandung . beberapa -arti, vakni adanya. keielasen, dapat dilaksanakar, tidak

<
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menimbulkan muititafsir, tidak menimbulkan kontradiktif. Hukum harus berlaku tegas

£
i

di-dalam masyarakat, mangandung keterbukaan sehingga siapapun depat memahami

makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

kontradiktif sehingga fidak menjadi sumoer keraguan. Kepastian hukum menjadi

perangkeat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, ticak menimbulkan

3« 3 ity A Al
Soetancyo Wign,csoekroio, Tervujudnya Peradilar Yang tnoependenDengan Hakim Profesional Yang

Tidak Mzmihak, Sebuah risalah ringkas,dimaksuakan unirik rujukan ceramah dan diskusi teatang® Kriteria dan

Pengertian Hakim Dalam Perspektif Filosofis, Sosiologis dan Yuridis”yang diselenggarakan dalam rangka

Seininar Nasional berteraa “Probleni Pengawasan Penegakan Hukum di Indonesia”diseienggarakan olehiKomisi
Yudisial dan PBNU-LPBHNU diJakarta 8 September 2006
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multitaisir, tidak kontradikuf, seria dapat diiaksanakan dan yang mampu mernjamin

| RepOSITORY.UB.ACID |

hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada:®

1.5. Metode Penelitian

1..5:1: Jenis Penelitizi

Jenis penelitian-ini adalah yuridis normatif, yakni mengkaji nortna-norma yang werkait
dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini-digunaken sebagai usaha mendekatkan

permasalahan yang dikemukakan dengan sitat hukum normatif.
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1.5.2. Pendekatan Peneiitian

Pendekatan penelitian yang digunakan-izlah penidskatan perundang-undangan

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

(statue aporeach) dan pendekatan kasiis (case approach). “Pendekatan perundang-

undangan (statute approach) di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-

undangan' yang dalam pencrrmaannya masih terdapat lkekurangan  atau rmalah
menyuburkan - praktek penyimpangan. haik  dalam tataran teknis -atau -dalam
pelaksanaannya di lanangan. Pendekatan ini dilakukan dengan meneiaah semua
peraturan perundang-uncangan yang bersangkut paut dengan permasalahan {isu

hukum) yang -sedang dihadapi. Pendekatan - peruncang-undangan  ini - misalnya
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dilakukan dengan mempelajail konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar

£
i

dengan Undang-Undang, ateu antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-

Wndang yang lain. ™

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Pendekatan kasus (case approach) ini dilakukan dengan melakukain telaah

pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hiukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang

ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan

9 , V.
ibid, Soetandyo Wignjosoebroto.

i http:/ /www.saplaw.top/penaekatarn-perundang-undangari-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/

diaksesnada tangosi 7 Maret 2018 pads pukul 18.00 WIR

15

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS



http://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/

hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan terseout adaiarn peramiangan

| RepOSITORY.UB.ACID |

halkirmn  Untuk 'sempai pada suaty Kepuiusan sehingga dapat digunakan sehajai

argumentasi dalam memecahkan isu nukum yang dihadapi. Penulis menggunakan

pencekatan ini dikarenakan terdapat kasus-kasus yang berkaitan dengan isu nukum
yarng sadang ditelit]; yaitu kasus di Kota Malang yang sudah banyak ierdapat PPAT

namun masih hanyak piila tercapat PPAT Sementara yang diangkat.

1.5.2. Sumber Bzhan Hukum
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Sumber Hukum datain penelitian ini adaiah:

2. 'Bahan Hukum Primer

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

Bahan hukum_primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang

artinya banan riukuim yang memiliki otoiitas. Bahan hukuin tersebut memilike sifat

yang mengikat. Basan hukum grimer terdini dari

1). Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah
2). Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Repubiik indonzsia Nomor 1

Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37

<
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Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabaian Pejabat Pembuat Akta Tanah

)\

3). Pemerintahan Pemerintah Nomor 24 Tzhun 2016 tentang Perubahan Atas

£
i

Peraturan  Pemerintah _Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan

Pejabat Pembuat Akta Tanah

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

4). Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1397 Tentang Pendaftaian Tanah

5). Undang-Undlang Republik indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggungan atas Tanan Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanan
6). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor & Tahun 1260 Tentang
Peraturan Dasar Pckok-Pokok Agraria
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b.  Bahan Hukurn Sekunder

| RepOSITORY.UB.ACID |

Banhan hukum szkunder pada penelitian ini-meliputi buku-buku hukum, dokumen-

dokumen, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar, dan melakukan wawancara

dengan beberapa narasumber dari Badan Pertanahan Nasionai, serta pendapat
beberapa Pejabat Pembuat Akta Tanah di [Kota Malang dzn para sarjana yang
terkait dengan keberadaan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara i daerah yang

cukup terdapat Pejabat Permbuat Akta Tanah di Kota Malang.
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1.5.4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

2. 'Bahan Hukum Primer

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

Bahan hukum  primer diperoleh ~dengan .cara ‘mencari_dan mengumpulkan

peraturan perundang-undangan yang sssuai dan berkaitan dengar permasaiahan

yang sedang citeliti yaitu terkait keberadaan Pejabat Pembuat = Akta Tenah

Sementara di daerah yang cukup terdapat Peiabat Pembuat Akta Tanah di Kota
Maiang.
b, 'Bahan Hukum Sekiinder

Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan literatur-literatur,

<
<
-
<
o
0

UNIVERSITAS

baik yang diperoien dari buku-buku teks, jurnal-jurnai dan juga termasuk

£
i

penelitian yang terdanulu.

1.5.5. Teknik Analisis Baiari Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian peneliti uratkan dan

dideskripsikan secara Kuaiitatit untuk merjawab permasalanan yang sedang ditetiti.

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Selanjutnya bahan hukum vang ada dianalisis dengan menghukungkan bahan hukum
yang lain,- Bahan hukum vang dianalisis dengan mengaunakan. metede interpretasi
sistematis, metoae interpretasi gramatikal dan metode interpretasi historts.
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Metode Interpretasi sistematis yaitu penafsiran yang menaisirkan peraturan

| RepOSITORY.UB.ACID |

perundang-undangan cinubungkan dengan paraturzn hukum atau undaing-undang fain

atau desngan. keseluruhan sistem hukum.. Terbentuknya suatu. undang-undano pada

hakikatnya merupakan bagian dari keseiuruhan sistem perundang-undangan yang
berfaku sehingga tidak mungkin ada satu undang-uncang yang berdici sendiri tenpa
terikat dengan peraturain perundang-undangan lainnya. Sebagai konsekiiensi logis dari

berlakunya suatu sistem perundang-undangan maka untuk menafsirkan undang-

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

undang tidak kaleh-menyimpang atau keluar dari sistem: perundang-undangan itu.
Oleh karena itu interpratasi sistematis ini disehut juga interpretasi logis !

Metode interpretasi gramatikal yang disebut juga metode penarsiran obyektif

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengstahui

makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan

kata atau bunyinya. Interpretasi menurut bahasa ini seiangkah iebih jauh sedikit dari

sekedar ‘raembaca undang-undeng’. Dari sini ara atau makna ketentuan undang-
undang dijelaskan -menurut bahasa sehari-hari vang urnum. !ni tidak berarti -bahwa
hakim terikat erat pada bunyi katakata dari undang-undang. Interpretasi imenurut

ETeT i ’ 2
bahasa ini juga harus legis.®
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Metode Interprastasi secara historis yaitu menafsirkan IUndang-undang dengan

£
i

cara meninjau latar belakang sejarah dari pembentukan atau terjadinya peraturan

5

undang-undang yang ' bersangkutan. - Melaiui- becerapa  metede  ini penulis

rmenggunakan - metode - interpretasi gramatikal dan historis -dalam menyelesaikan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

masalah hukum yang diangkat oleh penulis.

“Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum, (Yogyakarta: Uli Press, 2003), hal. 53

2 Hi A ® § Dt~ 1 - ) { £ 't Sl iy 4 \ t . s
2 sudikno Mertokusums dan A Pitlo, Periemuan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), Fai 13
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1.6. Sistermatika Penulisan

| RepOSITORY.UB.ACID |

—_
|

esis ini- disusun  dalam sistematika yang terbagi dalam 4 (empat) bab untuk

memperielas ruang lingkup dan cakupan yang diteliti. Adapun urutan tata letak masing-

masing bab serta pokok pembanasarinya acalah setagai berikut :

BAB | PENDAHULUAN

Bagiar pendahuluan ini berisi uraiarn latarbelakang mzasalah yang menjadi issue

hukum untuk meneliti mengenai keberadaan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara

BRAWIJAYA
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berdasarkan pasal ¢ Peraturan Kepala Be

; 1 T

“ertananan Nasional Nomor 1 Tahun 2006.

et
o
[<Y)
>

Pada bab | ini meliputi juga rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, desain

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

penelitian, kerangka teoritik, metode perielitian dan sistematika penulisan.

BAB 1 KAJIAN PUSTAKA

Pada bao ini-menjelaskan tentang teori-teori yang secara umum metandasi pznalitian
dan pembahasan yang berkaitan dengan judul untuk dijadikan sebagai pisau analisis dalam
proses penelitian sehingga didapatkan gambaran teoritis terhadap bahasan dalam judul ini.

Agdapur rinciannya sebagai berikut:
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a. Kajian Umum Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah

£
i

-
-

b.~ Kajian Urnum Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara

c.- Kajian Umum Tentang Badan Pertanahan Nasional

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

BAB Il HASIL.DAN PEMBAHASAN

Bab' ini dipaparkan: jawaban dari poxkok permasalahan mengenai anaiisis yuridis
keheradaan Pejahat Pembuat Akta Tanah Sementara di daerzh yang cukup terdapat Pejabat
Pembuat Akta Tanah dan oasar pertimbangan Badan Pertanahan Nasionai dalam imengangkat
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Pejabat Pembuat Akia Tanah Sementara di daeralinya berdasarkan Peraiuran Kepala Badan

| RepOSITORY.UB.ACID |

Pertanahan Nasional Nomar 1 Tahun 2906,

BAB iV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi_kesimpulan dari permasalanhan _mengenai analisis. yuridis keberadaan
Fejabat Pembuat Akta Tanah Semeritara di daeran yang cukup terdapat Pejabat Peimbuat Akta

Tanah dan' dasar pertimtangan Badan Pertanahan Nasional rdalam  rmengangkat Pejabat

BRAWIJAYA
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Pembuat Akta Tanah Sementara di daerahnya berdasarkan Peraturan epala Badan

Pertanatian Nasional Nomor 1 Tahun 2006, berikut sararinya.

| REPOSITORY.UB.AC.DD |
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7l

| REPOSITORY.UB.AC.ID |
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BAB ii

| RepOSITORY.UB.ACID |

ICAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Umum tentang Pejapat Pembuat Akta Tanan
2,110 Pengertiar Pejebat Pembuat Akra Tanah
Pejabat Pembuat: Akta: Tanah mempunyai peran yang penting dalem pendaftaran

tanah, yaitu membaniu Kepaia Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan

BRAWIJAYA
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lkegiatan-kegiztan  tertentu dalam pendaftaran tanah. Dalam Pasal 6 ayat 2 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pengertian “dibantu” tidak mengartikan bahwa Pejabat

Pempuat Akta Tanah adalah bawahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sehingga

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

dapat diperintah oleh Kepala Kantor Pertanahan tersebut.Namun Pejabat Pembuatl Akta

Tanah mempunyai kemandirian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.” Dalam

Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanan, menyebutkan bahwa Pejabat Pembuar Akta Tanah sebagai pejabat umum yang
diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu sebagai yang diatur-dalam
peraturan . perundang-undangan - yang bersangkutan,” yaitu akta pemindahan- dan

pemoebanan nak alas tanah dan Hak Mitiik Atas Satuan Rumah Susun, dan axta
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pemberian kuasa uniuk memhebankan hak tanggungan.? Disamping it instansi juga

£
i

dapat mengangkat seorang Pejabat Umum yang memiliki wewenang dengan tugas untuk
melayani masyarakat umum, hal ini seperti yeng ierdapat dalam pengertian dari Pejabat

Umum:

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Peraturan Pemerintah. Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintalh Nornor 37 Tahun 19598 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pernbuat Axta

Tanah menvatakan hahwa seorang pejabat umum yang telak diberilkan kevsenangan untuk

" Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta, 2010, him.316
? Boedi Harsono, Aukum Ag.au‘ia indoriesia Sejarah Pemoentukan Undang-Undang Pokok Agraria ‘1si-dan
relaksanaannya, Penerbit Bjainbatan, Jakarta, 2008, him.433
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dapat menibuat akia-akia otentik mengenai perbuatan hukum terientu merngenai suatu

| RepOSITORY.UB.ACID |

obyelk hak atas tanah atau hek mitik atas satuan ruman susun. Definisi lain dari Pejabat

Pembuat. Akta Tanah adalah lembhaga yaing dibentuk oleh Pemerintah dan diberikan

kekuasaan untuk dapat menerbitkan suatu akta yang merupakan akta otentik.” Menurut
Boedi Harsono, Pejanat Fembuat Akta Tanah adalah suatu japatan dalam fate susunan

hukum agraria nasional, khiisusnya hukum vang mengatur pendaftaran tanah,

l‘fi"
Ll.

. Dasar Hukum Pejabat Pernbuat Akta Tanan
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Sumber hukum yang merupakan dasar hukum yana mendasari pelaksanaan tugas dari
Pejapat Pemouat Akta Tanah, iaian:>

1. Undang-Undeng Normor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Tambahan

Lembaran Negara Republik Indanesia Noror 3696

w

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahiin. 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52
4. Peraturan Menterl Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2€06

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang
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Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanan

£
i

o

Peratuan Pemerintah Republik Indonesia Nomaor 24 Tahun 201€ tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jjabatan Pejapat

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Pembuat Akta Tanah Tambahan Lerbarar Negara Repubiik Indonesta Nomor 5893

P. Parlindungan, Bunga Rampa! Hukurn Agraria Serta Landreform, Bagian 1, Mandar-Maju, Bandung,
nim.137
4 Boedi Harsono, Badan Pertanahan Nasional, Deputi Bidang Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah, Jakarta,
1590, nim.34
> »cmm ismaya, Hukum Administrasi Pertenahian, Graha Him, Yogyakaria 2013, him.178
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2.1.3. Kewenangan aan Tugas Pejabat Pembuat Akta Tahan

| RepOSITORY.UB.ACID |

Berdasarkan aturan hukum yang berlaku bahwa Pejabat Pembuat Akta Tenah (PRAT)

dikualifikasikan sebagai pzjabat umum dan diberi kewenangan untuk membuat akta-akta

tertentu di bidang peralinan dan pembebanan hak atas tanah, sebagaimana diatur daiam:®

1.°Pasal 1 ayst 4 Undang-iJnaang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas
Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah bahwa:

“Pejabat Pembuat Akta Tanan, yang selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum

BRAWIJAYA
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yarg diberi-wewenang untuk membuat akia pamindahan hak atas tanah, akta
pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa membebankan hak tanggungan

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

2.-Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomeor 24 Tehun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah bahwa:

“Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana disebut PPAT adalah pejacat umum yang

diberi kewenangan untuk membuat akta-ekta tanah tertentu.”

w

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintan Nomor 37 Tanun 1998 teniang Peraturan Jjabatan

Pajahat Pembuat Akta Tansh (PJPPAT) disebuikan cehwa PPAT adalah pejabat
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umum yang memounyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum dalam

£
i

hal pembuatan akta tentang hak atas tanah atau hak atas satuan ruman susun.
4. Pasal 1 ayar 1 dan 4 seria Pasal 2 ayat 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasiohal

Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejaoat Pembuat Akta Tanah ditegaskan:

a. Pasal 1 (1) “Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT ‘adalah
pejabat umum vang diberi wewenang untuk melakukan parbuatan
hukum ‘dengan membuat akia-akta otentik tentang hak milik -atas
satuan rumah susun atau hak milik atas tanah.”

5 Habib Adjie, Merajut Pemikiran dalam Sunia Notaris & PPAT, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014,

ninT.91.-92
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(4) “Akta PPAT adalah pembuktian adanya suatu perbuatan hukum yang
elah ditakukan oleh PPAT mengenai hak milik atas tanah atau hak
aras satuan rumah susun dalam bentuk akta.”

| RepOSITORY.UB.ACID |

b. Pasal 2 : (1) ©“ PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran
tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya
perbuatan hukum terteritu mengenai hak atas tanah atau nak milik
alas  satuan rumah susuri yang - akan - dijadikan “dasar - bagi
pendafiavan perubahan data pendafiaran tanah yang diakibatkan
oleh perbuatan hukurn iti.”

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa PPAT berwenang atau

mempunyai atau diceri Kewenangan untuk membuat -akta PPAT, bukan mengisi
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hlangko/formulir aktz buatan instasi lain.
Berbicara mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah,

berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 2 Peraturan rFemerintah Noimor 24 Tahun 1997

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

tentang Pendaftaran Tonalh. ditegaskan baliwa “Dalan meleksanakan perdafiaran tanah,

Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan pejabat lain

yang ditugaskan untik meiaksanakan Kkegiatan-kegiatan tertentu inenurut peraturan
pemerintah ini den peraturen perundang-undangan yang bersangkutan.” Menurut Pasal 2
Peraturan Pamerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pgjahat Pembuat

Akta Tanah, tugas pokok dari Pejabat Pemibuat Akta Tanah adalan imelakukan statu
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perbuatan hukum galar bantuk kegiatan pendafiarsn tanan mengenal hak atas tanah atau

hak: milik safuan rumah susun.

£
i

Perbuatan hukum yang dimaksud disini iaiah Kegiatan mengenai jual beli, kar

menukar, hibah, pemasukan ks datam peruszhazn atau inbreng, pembagian haic hersama,

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

pemberian hak guna bangunan atau hak pakai. atas tanah milik, pemberian hak

tanggungan dan pemberian kuasa membebankan nak tanggungan.” Berkaitan dengan

peiaksanaan  pendaftaran tenah, - Pejabat - Pembuat "Akta  Tanah mempunyeal - tugas

membantu  Kepala - Kantar - Pertanahan dalam - melaksanakan tugasnya di  bidang

’Samun Ismaya, op-cit him.179
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penaaftaran tanan, knususiya aalam kegiatan pemelinaraan data pendafiaran, yang aiatur

| RepOSITORY.UB.ACID |

daiam ‘pasal ‘37 sampat dengan 40 mergenai pemindehan hak, pasal 44 mengenai

pembebanan hak. pasal 51 mengenai pembagian hak bersama dan: pasei 62 menoenai

sanksi administratif jika daiam meiaksanakan tugasnya rengabaikan keteniuan-ketentuan
yang barlaku.® Tidak hanya terrauas dalam peratian pernerintan, dalam Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan juoa termuat ketentiian mengenai

kedudukan aan tugas dari Pejabat Pembuat Akta Tanah disertai dengan pelaksanaanya.
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2.1.4. Kewajiban dan Tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah
Berdasarkan pPasal 40 Peraturan Pemnerintan Nomor z4 Tanun 1997 Tentang

Pendaftaran Tanah Fejabat Pembuat Akia Tanan memiliki keberapa kewajiban yang

wajib dipenuhi, vaitu:’

1. "Mendaftarkan dokumen yang telah dibuat selambat-lampainya 7 nari Kerja
tertanggal sejak  ditandatenganinya - axta  tersabut, kemudian PRAT  dlwajib
menyampaikan akta tersebut. kepada Kepala Kantor Pertanahan. Disamping itu
PPAT wajib menyampaikan pemberitanuan tertulis mengenai telah disampaikannya

Kta kepzda para pinek yang bersangkutarn.

N

. Berpedoman serta meniunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung daiam. Pancasila,
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Undang-Undang Dasar 1945, serta Negara Kesatuan Republik indonesia.

o~
7

w

PPAT harus mengikuii pelantikan dan sumpah jabatan PPAT.

D

Harus melaperkan mengenai akta-akta yang dibuat kepada pemerintah vang dalam

| REPOSITORY.UB.ACID |

hal ini yaitu Kepala Kantor Peitanahan, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor

Pelayaran Pajak Bumi can Bangunan setiap bulannya terfutung paiing lambat 10

bulan berikutnya.

® Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pempentukan Undang-Undang. Pokok Agraria Isi dan
Pelaksanaarinya, Peneroit Djarvitatan, Jakarta, tilini.484
% Samun Isinaya,op cit him.180
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5. Menyerahkan protocoi yang verkaitan dengan PPAT.

| RepOSITORY.UB.ACID |

6. Memberikan keringan yeng herupa pembebaskan uang jasa Kepada orang yang ticlak

mampu yang telah dibuktikan secara sah

7. Bekerja sesuai jam kerja yang telah ditentukan paling kurang sama dengan jam kerja
yang berlaku dalam Kantor Pertanahan setempat, namun dikecuzaltkan apabila sedang
menjalankan cuti atau sedang tibur nasional.

8. Memiiiki kantor hanya ai satu kantor daiam daerah kerja seperti yang telah
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ditetapkan dalam kepuiusan pengangkatan PRAT.
9. Memenuhi. persyaratain -yang ada sepeiti. : memberikan contch paraf, contoh tanda

tangan, dan teraan cap/stempei jabatannya kepada Kepala Kantor Wilayah, Bupati

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

atau walikota, - Ketua Pengadiian Negert dan' Kepala Kantor Pertanahan yang

wilayahnya meliputi daerah kerja. PPAT . yang bersangkutan dalam kurun waktu 1

(satu) bulan setelah pengambilan sumpah jabatan.

10. Menjalankain jabatan yang disandang derigan baik
1. Mempunyai dan menerpelkan papan nama danmenggunakan stempei yana dibentuk
sesual dengan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan.

12. PPAT wayib melaksarakan kode elik yang berkaitan dengan rahasia isi akia
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Pejabat-Pembuat Akta- Tanah memiliki tanggungjawab dalam: hal yang berkaitan

£
i

dengan pembuatan dan penerbitan akta peralihan hak atas tanah yang harus sesuai

dengan Ketenwan peraturan yang telah diberlakukan. Namun selain itu, Pejaoat

[a]

g Pembuat Akta Tanah mempunyai tanggungiaweab:

E

| & o

|8 1. Wajib bersumpah

| &

F

|& 2. Wajib melaporkarakta yang telah dibuat dan yang telah ditersitkan seita warkah
lainnya yang diperlukan untuk pembuatan dan penerbitan sebuah akta lainnya

kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota setempat untuk didaftarkan
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daiam buku tanan dan dicantumkan pada seriifikat hak atas tanan -yang

| RepOSITORY.UB.ACID |

hersangkutan

w

Wajib. melaksanakan pendaftaran akta yang telah dibuat dan juga diterbitkan

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. \Wajib melaksanakan perattiran yang dibuat cieh Badzn Pertznahan Nasional dan

pejebat yang mengawasinya.

()

.-Wajino menyampaikan laporan bulanan yang dibuatnya kepada Kepala Kantor
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Badan Partananan Nasional iKabupaten/iota.

2.1.5. Pengangkatan dan Perberhentian Pejabat Perbuat Akta Tanan

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

Dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nemor 34 Tahun 1998 tentana Peraturan Jabatan

Peimbual Akta Tanan dikatakan bahwa yang mengaingkat dan imemberhentikan Pejaoat

Pembuat Akta Tanah adalah Menteri: Menteri yang dimaksud adaiah: Menteri Negara

Agraria atau Kepala Pertanahan Nasional. Dan Peiabat Pembuat Akta Tanah diangkat
oleh menteri untuk bekerja di daeran tertentu sesuai dengan surat keputusan yang-teiah
ditetapkan. Untuk dapat diangicat menjadi Pejabat Pernbuat Akia Tanah terdapat syerat-

syarat yang harus dipenuhi seperti vang terdapat dalam pasal 6 Pemerintahan Pemerintah
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Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintan Nomor 37 Tanun

£
i

1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Perbuat Akta Tanah diatas, antara lain:

1. Warga Negara Indonesia
2. Berusia paling rendan 22 (dua pulunh dua) tahun
3. Berkelakuar baix yang dinyatzkan dengan surat keterangan yeng dibuat oleh Instansi

Kepaolisian setempat

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

4. Tidak pernah dijatuhi_pidana penjara berdasarkan putusan pengadiian yang telah
memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tidak pidana yang diancam
dengan pidana penjara 5 (im3a) tahun atau lebhih

7
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5. Sehat jasrnani dan ronarii

| RepOSITORY.UB.ACID |

6. Berijasah sarjana hukum ‘dan dulusan jenjang castra dua kenotariaten atau iulusan

nroaram pendidikan. khusus PPAT vyang diselangoarekan oleh kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarian/pertanahan.
7. Luius uilan yang disel=nggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan ‘urusan
pemerintahan di bidang agrarian/ pertanahan; dan

8. Teiah menjaiani magang atau nyata-nyata teiah beketja sebagai karyawan pada kantor
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PRAT paling sedikit L (satu) tehun, setelan 1ulus pendidikan kenotariatan.

2.2. Kajian Umum Tentang Pejabat Pempuat Akta Tanah Sementara

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

2.2.1. Pengertiar Pejabat Pembuat Akta Tanair Sementara

Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 teriiang Peraturan

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah memberikan pengertian Pejabat Pembuat Akta

Tanah Sementare,
“adalah Pejabat Pemerintah vang dituniuk untuk melaksanakan tugas PPAT dengan
membuat akta PPAT di daeran yang. belum. cukup terdapat PPAI oleh karena

jabatarninya”
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Dapat disimpulkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara adalah

£
i

Pejabat yarig menggantikan posisi Pejabat Pemouat-Akta Tananh yang berada di

wilavah yang telah ditujuk keberadaannva untuk membantu masyarakat datam

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

melakukan perbuatan hukum vang berkaitan dengan peralihan hak di wilayah vang

belum cukup terdapat Pejaoat Peimbuat Akta Tanah.

2.2.2. Dasar Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara
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Sebuan landasan utama yang rmendasarl -adanya peiaksanaan tugas dari

| RepOSITORY.UB.ACID |

seorang PPAT Sementara adsleh tardapar pada PP 37/1998 dan juga ierdapat daiam

PP 24/2016, yang dimana dalam peratuian tersebut membahas secara khusus tentang

Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara itu sendiri. Dapat dilinat banwa penhgertian
dari ‘Pejabat ' Pembiai Akta Tanah Sementars termuat. calarn paszl 1 ayat 2,
pengangkatan dan pemberhentian termuat dalam pasal 5 dan pasa! 8 ayat 2, kemudian

daerah kerja termuat dalam pasai 12, pengangkatan jabatan Pejabat Pembuat Akta
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Tanah Sementara termuat dalam pasai 15 hingga pasal 18, dan juga pelaksanaan
jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Seimentara terdapat dalam pasal 19 sampai pasal

32 peraturan pemerintan tersebut.

| REPOSITORY.UB.AC.DD |
)
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2.3, Kewenangah can Tugas Pejabat Pembual Akta Tanah Sementara

Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara memiliki kewenangen dan tugas yang

sama dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu melakukan perbuatan hukum

membuat akia Pejabat Pembual Akta Tanah seperti yang termuat dalam Pasal 2 PP
37/1998. Namun terdapat ha! yang membedakan antara Pejabat Pembuat Akta Tanah
Sementara dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah terkait dengan daerah kerja untuk

ielakukan  kewenangan ‘dan tugas yang aioerikan tersebut, yaitu bahwa Pejabat
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Pembuat-Akta Tanah Sementara hanya diperkenankan melakukean perbuatan hukum

£
i

membuat akta Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya di wilayah Kkerja sebagal pejabat
pemerintah yang menjadi desar penunjukannya. Sedangkan Pejabat Permbuatl Akta

Tanah dapat - menjalankan tugasnya di - satu wilayah keria kanior - pertanahan

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

kabupaten/kota.

2.2.4 -Pengangkatan dan Pemberhentian Peiabat Pembuat Akta Tanah Sementara
Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara diangkat dengan Surat Keputusan

Kepala Kantor Witayah Badan Pertanahan Nasional Propinst di wilayah yang ostum
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Cukup teraapat Pejabat Pempouat Akta Tanah dan wajio mengangkat sumpah jabatan

| RepOSITORY.UB.ACID |

Pajahat ' Pembpuat - Akta  Tanah di hadapan Kepala = Kantoi - Pertanehan

Kahupaten/Kotamadya - di  daerah keria . Pejabat Pembuat Akta - Tanah  yang

bersangkutan seperti vang termuat dalani pasai 15 peraturan pemerintan terkait.
Pejabat Pembuat - Akia Tanah Sementara berhenti - melaksanakan tuges Pejabat

Pembuat Akta Tanah apabila tidak lagi: memegang jabatan sebagai mana dimaksud

dalam pasal 5 ayat 3 huruf a dan b, atau diberhentikan oleh Menteri, seperti -yang
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termuat daiam pasal € ayat 2 Peraturan Pemerintah Normor 37 Tahun 1998 tentang

Peraturaan Jahatan Pejabat Pembuat Akia Tanah.

| REPOSITORY.UB.AC.DD |
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HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kriteria kata “belum cukup” dalam pasal | angka (2) PP 37/1998 dan kata “tclah
terpenuhi” dalam pasal 9 Perkaban 1/2006
3.1.1. Kriteria kata “belum cukup” dalam pasal 1 angka (2) PP 27/1998 dan kata “telah

terpenuni” dalam pasal 9 Perkaban 1/2006 berdasarkan Penafsiran Hukum Autentik
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Pengertian PPAT Sementaia daiar pasal 1 angka 2 PP 37/1998 yang masih
terdapat kekaburan normma didalamnya yang . terletak dalam. kata. “belum  cukup”

menimbulkan suatu kKetidakpastian hukum. Karena sesuatu yang masih kabur jelas tidak

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

V

dapat mmenghasitkan sebuah kepastian hukum. Dengan tidak acanya sebuah keiastian

hukum maka masih hilangnya sebuah pedoman yang menyebabkan seseorang tidak

memiliki ketentuan baku dalam menjalankan sebuah perilaku. Maka dari itu penulis

Kemudian menganalisis kekaburan norma yang ada menggurakan tecri selanjutnya yaitu
teori penafsiran - hukum, diantaranya vang pertama yaitu teori penafsiran hukum autentik.
Melalui penafsiran hukum ini, penulis menganalisa kriteria kata belum cukup dalam PP

3712298 aan kata telah terpenuni dalarn Perikaban 1/2006.
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Pengertiari - PPAT Sementara dalam PP 37/1998. yang menyebutkan -bahwa

£
i

PPAT Sementara adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk

melaksanakan tugas PRPAT di dacrah yang belum cukup terdapat PRPAT, Kata oeium
[a]
|d cukup di dalamnya tidak terdapat makna yang secara rinci dijelaskan sehingga masih
E
|2 . 1) :
|8 menimbulkan sebuah kekaburan hukum. Sama seperti yang terdapat dalam pasal 9 angka
| @
| O
| & v A ] A P
|& 2 PerKabar 1/2006 yang mengatakan bahwa dalam hal di daerah kabupaten/kota yang

tetah ditetapkan cleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 PPATnya

telah terpenuhi, maka terhadap Camat yang baru dilantik tidak lagi ditunjuk sebagai
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PPAT, Kecuall juamian PPAT yang telah ada perkurang dari jumiahi tormasi yang- telah

| RepOSITORY.UB.ACID |

citerapkan atau formasinya disdakan perubahan: Hai'ini bararti kedua ist pasal diatas erat

kaitannya tentang formasi PPAT. Kemudian mengenai formasi PPAT yang mengacu

pada pasai 7 Perkaban 1/2006 yang berisi tentang dasar-dasar pertimbangan yang
citetapkan olely Kepala  Badan  dalam mengangkat FPAT periu juga  dianalisis
menggunakan penafeiran hukum autentik tersebut.

Faktor 'yang pertama - yaitu jumiah kecamatan di daerah/kota -yang
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bersangkutan. Tidak capai penjelasar yang secara rinei tertulis mengenal’ makstid dari
faktor pertama tersebut aiau korelasi hubiingan antara jumlah kecamatan yang ada di
suatu daerah dengan pengangkatan PPAT vang ada di daerah tersebut. Faktor yang kedua
yaitu tingkat perouatan hukum tertentu mengenal hak atas tanah atau hak milik atas
satuan rumah susun sebeagaimana dimaksud. pasal 2 PP 37/1998. Faktor: tersebut juga
tidak ada pengaturan yang secara jelas tertuiis mengenai yang dimaksud pasal tersebut,
sepertl conton apabila dalam suatu daeran, tingkat perbuatan hukum yang dilakukan
masyarakat mengensi hak atas tanah semakin hari semakin meningkat maka, BPN dapat

mengangkat PPAT. Kemudian faktor yang ketiga vaitu tingkat perkembangan ekonomi

gdaeranh yang oersangkutan. Faktor ini juga masih diketakan kurang jelas, karena tidak
J
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diielaskan tingkat parkembangan ekonomi yang seperti apa yang dimaksud, dinamis

o~
7

ataukah statis agar BPN dapat mengangkat PPAT di daerah tersebut.
FFakior yang ke-empat yaitu jumiah permchonan untuk dapat diangkat sepbagali

PPAT di deerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Faktor tersebut juga berkaitan
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dengan faktor ketiga terkait dengan masalah lokasi dari PPAT vang telah menjabat di

daeran tersebut. Karena tiap daerah aalam suatu kota/kabupaten memiiiki perkermoangan
ekonomi yang bherbaeda-beda yang berdampak pade perrnohenan caton PPAT datam

mengajukan dirinya menjadi PPAT di daerah tersebut. Jadi perlu adanya peraturan yang
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mengatur secara rinci mengani faktor ini. Kemudian fakior yang ke-lima yaitu jumiah

| RepOSITORY.UB.ACID |

PRAT vang sudai ada pada setiap daerah kabupaten/kota yang: bersargkutan. -Faktor

tersebut. juga masih menimbulkan suatu ketidakpastian hukum, karena tidak terdaoat

jumiah pasti yang dikehenaaki BPN yang menjadi pertimbangannya dalam mengangkat
PPAT! Apabiia BPN telan memiliki jumizh yang pasti. yang harus dimiliki tizp-tiap
daerah kabupaten/kota daiam mengangkat PPAT yang teleh ada, maka barulah terdapat

sebuah kepastian hukum. Laiu faktor terahir faktor ke-enam yaitu lain-lain faktor yang
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cianggap penting oleh Kepaia Badan. Fakior ini pula masih terdapatl kekaburan di
dalamnya karena, tidak cijelaskan secara rinci lain-lain fektor apa saja yang dimaksud

oieh BPN untuknya mengangkat PPAT di suaiu daerah, apakah seperti bencana aiam

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

atau apabila terdapat 2PAT yang terkena suatu masalah sehingga terjerat hukum, dan

lain sebagainya. Karena adanya ketidakjelasan dalam semua fakter-faktor yang menjadi

pertimbangan BPN dalam mengangkat PPAT, maka kekaburan norma daiam pasal 1

angxa 2 PP 27/1988 dan pasal 9 Perkaban 1/200€ belum dapat terjawab menggunakan

penafsiran hukum autentil.

2. Kriteria kata “belum cukup™ dalam pasal 1 angka (2) PP 37/1998 dan Kata “telah
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terpenuhi” dalam paga! 9 Perkaban 1/2006 berdasarkan Penafsiran Hukum Gramatikal

£
i

Kriteria kata helum cukup dan telah terpenuhi masih tidak ditemukan
parameternya apacila meriggunakan pendaisiran hukum autentik seperdt diatas, maka

penulis menggunakan penafsiran hukum kedua yang sesuai dengan permesalahan hukum
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yang diangkat vyaitu dengan penafsiran hukum gramatikal. Penafsiran gramatikal yaitu

suatu penafsiran hukum yang didasarkan pada maksud pengertian perkataan-perikataan

3 tersusun dalam keteniuan suatu peraturan hukum, dengan catatan hahwa pengertian

maksud perkataan yang lazim bagi umumlah dipakai sebagai jawabannya. Pasal 1 angka
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PP 37/1998 apabiia diteliti  menggunakar penatsiran hukum gramaiikal, terdapat
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bebarapa kata yang periu untuic ditafsirkan teriebih dahulu, yzitu kata Sementara, daerah,

belum cukup, dan kata telah terpenuhi. Kata sementara dalam kata PFAT Sementara

apabila diartikan menurui kamus besar bahasa Indonesia, artinya beberapa lamanya,
k- selamanya, Gan tidak untuk selama-famanya. iHal ini berarti memang pengertian
Sementara dalam kamus hahasa Indonesia sesuai dengan makna dari PPAT Sementara,

bahwa ‘memang PPAT Sementara adalah jabatan yang tidak selamanva dijapat oieh
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Camat. Camat hanya menjadi FPAT Sementara hanye pada masa jabatannya saje can

ketika camat tersebut tidak lagi menjabat sebagai Camat, maka ia judga sudah tidak
menjadi PPAT juga.

Kemucian kate dacrah apabila dianalisis' menggunakan kamus kesar bahasa
Indonesia memiliki arti, yaitu bagian permukaan bumi delam kaitannya dengan keadaan
alam dan sebagainya yang khusus, lingkungan pemerintah; wilayah, selingkungan tempat
yang dipakel untuk tujuan Khusus; kawasan, tempat sekeliling atau yang termasuk daiam
lingkungan suatu- kota (wilayah dan sebagainya), tempet dalam satu-lingkungan yang
sama keadaannya (iklimnya, hasilnya, dan sebagainya). Berdasarkan pengertian-

pengertian tersebut bahwa sudah'jetas yanyg dimaksud dengan dasrah datam pasal
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angke 2 PP 37/1228 adalah tempat dimana PPAT Sementara itu berada yaitu dalam satu

o~
7

kota/kabupaten. Lalu kemudian kata belum cukup datam pasal tersebut dalam kamus

besar bahasa Indonesia, dibagi menjadi dua bagian yaitu kata belum yang bermakna

macih dalam keadaan tidak-atau masih beium waktunya dan kata cukup yang barmakna
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dapat memenuhi kebutuhan atau memuaskan keinginan dan sebagainya;. tidak Kkurang,

sudah memadai (tidak perlu ditamban lagi). Jadi apabila digaburig makna kata befum
cukup herarti- masih dalam keadaan tidak mementhi kebutuhan. Sadangkan kata telah

terpenuhi dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan kata dasar penuh memilik: makna
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sudan rnermnadai (tidak periu ditambah lagij, sudan berisi selurunnya (tidak ada yang
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rerluang lagi); tidak kurang dart jumlah yeing seharusnya, can bhanyzk sekall. Kata beium

cukup dan telah terpenuhi berarti iuga berpbicara mangenai suatu kebutuhan. Kebutuhan

yang masin kurang dikatakan beium cukup, sedangkan kebutuhan yang suaan berisi
sefuruhnya diketakan telei terpenuhi. Permasalahan hukum yang dihadapi cieh penulis
tentang kekaburan nerma: mendenai paraimeter kata belum cukup dan telah terpenuhi

dalam peraturan terkait juga berhubungan dengan kebutuhan yang dimaksud -di- atas,
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yaitu kebutuhan' akan formasi PPAT di suatu daerah. Namun penjelasan mengenai
kebutuhan yang dalam hel ini adalah formasi PPAT yang dimakud dalam pasal tersebut
tidak ditemukan parameternya. Maka pasal 1 angka 2 PP 37/1998 dan pasal 9 Perkaban

1/2006 tidak dapet dianalisis mengenai penatsiran hukum grametikal.

3.1.3. Kriteria kata “‘belum cukup” dalam pasal 1 angka (2) PP 37/1998 dan kata “telah
terpenuhi” dalam pasal 9 Perkaban 1/2006 berdasarkan Wawancara

Pasal - 1 ayat 2. PP. 37/1998 menjelaskan - bahwa . pengertian-dari - PRPAT
Sementara yaitu pejabat pemerintah yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas PPAT

dengan membuat akta PPAT di dacrah yang belum cukup tercapat PPAT oleh karena

<
<
-
<
o
0

UNIVERSITAS

jabatennya. -Mengenai - Kkriteria kata belum  cukup -dalam -pasal - tersebut - masih tidak
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ditemukan jawaban melalui penafsiran hukum autentik dan gramatikal, maka penulis

menggunakan panan hukum sekunder berupe wawancara untuk menetitt permesalahan

hukum- tersebut. Dari hasil wawancara dan analisa yang telah penutic lakukan pada
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narasurnber vaitu salah satu pejabat Badan Pertanahan Nasional dapat diketahut bahwa

gdiangKatnya PPAT dan juga PPAT Sementara berawal dari permchenan. Pengangkaian
PPAT Sementara di suatu daerah yaitu berdasarlzn permohonan deri PPAT Sementara

vang bersangkutan setelah PPAT Sementara tersebut diangkat menjadi Camat. Dalam
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perkermbangannya mengenai pelaksanakan tugas PPAT dan PPAT Sementara yang ada

i suatu daerah dalam hal memouat akte hak peraiihan atas tanah, Badan Pertanehan
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Nasional menemukan fakta bahwa masih banyak dijumpai peralihan hak atas tanah yang

pelurm ‘menggunakan jasa PPATyang dapat ditunjukkan pada saat seriifikasi miasal.

2 Berikut ‘adalah kegiatan peralinan hak atas tanah yang tidak dilakukan melalui PPAT,
V) m— I
g yaitu:
5=
™ I a. peralihan jual beli dibawah tangan
> 0o | irihightten
S0 b. ' pembagian waris dibawah tangan

c.. hibah dibawah tangan dsb

Diharapkan dengan diangkatnya PPAT Semeritara, maka perangkat desa tian masyarakat
yang ada di wilayan tersebut mesrasa lebin dekat dengan sosck PPAT Sementaia dan
melalkukan kegiatan peralinan hak atas tarah pada pejabat yang berwenang. Hal ini juga
erat kaitannya dengan faktor yang menyebabkan tetap diangkatnya PPAT Sementara di
suatu daerah teriepas dari daerah tersebut teiah cukup terdapat PPAT atau tidak. Seperti
contch di Kota Melang iardapat lebih dari. 100 orang jumlah PPAT vang menijabat,
namun camat-camat yang ada di Kota Malang tetap diangkat menjadi PPAT Serentara,

aikarenakan fakicr yang tetah discbutikan di atas.
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Terus-diangkatnya camat menjadi PPAT -Sementara di sustu daerah, meskipun di

y
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daerah tersebut telah banyak terdapat PPAT juga dikarenakan dihapusnya peraturan

mengenai- formasi- PFAT " di Peraturan Pemerintah 'vang tercaru yaitu PP 24/2016.

Dihapusnya pasal mengenai formasi PPAT juga semakin menambah kekaburan akan
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fenomena hukum ini. Apabila peraturan mengenai formasi tersebut dihapuskan, maka

secara otematis Baaan Fertanahan Nasionial akan terus-mengangkat PPAT di semua
daerah. Dengan- d ar jumlah PPAT yang ada di daerah-daerah termasulc kota-kota

besar akan terus bertambah sedangkan camat juga terus diangkat menjadi PPAT
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Sementara. Jadi dapai dikatakan -bahwa, tidak terdapat kriteria kata suatu daerah
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dikatakan beluny cukug teidapst PPAT, karena sepanjang celum adanya peraturan yang

secara baku tertulis tentang formasi PPAT dari tiap-tiap daerah, maka kriteria kata belum

cukup di suatu daeran (idak ada. Dengar kata lain, apabila suatu daerah tetap
mengangkat camat sebagai PRAT Sementara waiaupun di daerah tersebui teiah banyak
terdapat PPAT, maka dapat dikatakan daerah tersebut juga belum cukuo terdapat PPAT.

PPAT Sementara aiangkat oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk
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mendudulkd jabatan di wilayah kecaimatarn tempat 1a menjabat sebagai Camat PPAT
diluar PPAT Sementara memiliki kedudukan di wilayah kota/kabupaten, PPAT dapat
memilih lokasi tempat ia menjalankan kewajibannya di kecamatan manapun yang ada di
kota/kahupeten terssbut. Dengan demikian tampat ‘kaduddkan dart PPAT tidak setalu
merata di setiap kecamatan vano ada, karena secrang PPAT pasti akan memilih lokasi
yang strategis bagi dirinya dan dekat dengan lokasi permukiman, industri, perkantoran
dan sebagainya. Hal i dapat dilihat dari fakie yang beraca di lapangan saat ini. Menurut
narasumber-vang telah penulis wawancara, -seperti -contoh . Kabupaten Malang telah

memiliki banyak jumiah PPAT. Semua PPAT tersebut memiliki kedudukan yang sama

yaitu Kabupatenr Malang. Namun keteradaan PPAT itu sendiri tidak tersebar di-semua
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iokasi vang-ada di Kabupaten Malang, contohnya hanya di daerah Singosari, Lawang

J
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atau Kepanjen saja. Diluar daerah-daerah tersebut, masih jarang ditemui PPAT karena di
luar daerah-daerah tersebut vagl PPAT tersebut adalah daerah yang kurang strategis

untuk ia berlokasi baik dari-segi permukiran, industri-atau perkantoran. Dengan adanya
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peristiwa tempat kedudukan PPAT yang tidak merata di setiap kecamatan tersebut maka

Kepaia Badan Fertanahan Nasicnal akari telap rmengangkat Camat menjadi PPAT

Sementara di- caerah tersebut, karena masih jarang ditemuinya PPAT yang ada: di
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Kecamatan tersebut. iviaka dari 1tu kurang meratanya pembangun di suatu daerah
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rmermpengaruhi formasi pengangkatan dari PPAT maupun PPAT Sementara.

Khusus daerah perkotaan yang miemiliki pembangunan yang telah merata yang

tiap-tiap kecamatannya teiah terdapat PPAT, maka pertanahan dapat saja menyatakan
bahwa jumleh PPAT yarg ada di dazrah tersebut telah terpenuhi sehingge tidak perlu
lagi: PPAT Sementara untuk diangkat. Seperti contoh di Kota Surabaya terdapat 31

kecamatan dan hampir 500 orang yang diangkat menjadi PPAT yang teiah tersebar di
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seiurun kecamatan yang ada di-iKota Surabaya, maka apat dikatakan 'bahwa Kota
Surabaya jumlah atau formast PPAT nva. telah terpenuhi. Jadi kriteria kata telah

terpenuni yaitu terletak pada adanya PPAT yang berkedudukan di suatu daeran yang
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asinya telah tersebar di seluruh kecamatan yang ada di daerah terseout. Hal inilah

yang menjadi salah satu kunci kriteria dari sebuah daerah dikatakan ielah terpenuhi

formasi atau jJumlah PPATnya, karena apabila dilihat dari pasal 7 ayat 1 Perkaban 1/2006

mengenai berbagai macam  fakior gertimbangan Badan Pertanzhan Nasional daiam
mengangkat PPAT, -juga -masih. terdapat- kekaburan di- dalamnya. Menurut. hasil
wawancara penulis dengan narasumber, pula, dasar-dasar yang menjadr faktor

pertimbangan terssbut belum terlaku maksimal di daerah-daerah. Badan Pertanahan

<
<
-
<
o
0

UNIVERSITAS

Nasioanal tidak menggunakan faktor-faktor tersebut-menjadi dasar gertimbangan namun

£
i

langsurig mengangkat seseorang menjadi PPAT di suatu daerah setelah adanya

permohonan teriepas dari di daeran tersebut ielah cukup tercapat PPAT atau tidak.

Namun -dengan adanya hasil wawancara yang- telah dilakuikan. penulis. di
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berbagai narasumber tetap tidak dapat dijadikan patokan jawaban . dari adanya

permasalahan ‘hukum yang diangkat oleh penuiis, karena hasii wawancara tersebut

nanyalah pandapat dari beherapa orang yang merupakan sebuah bahan hukum sekunder
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yang diambii dikala banan hukum primer yang digunakan tidak kuat atau -tidak
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rmenjawab permasatahan hukum yang dihadzpi.

3.2. Pertimbangan Kepaia BPN tetap rnengangkat PPAT Sementara di daerah yang telah
cukup terdapat #PAT
Dalam pembahaszn. rumusan masalah vang kedua mengenai mangetahui penyebab

kepaia Badan Pertanahan Nasional daiam mengangkat Carnat menjadi PPAT Sementara di
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caecrah yang tanahnya telah ‘bersertifikat etau teizh terdaftar yang telah cukup ierdapat PPA
penulis menemukan dua factor yang menjadi penyebabnya, yaitu faktor sejarah dan faktor

administrasi dengan menggunakan teori penafsiran hukum berupa autentik, gramatikal,
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historis, serta teori penafsiran hukum. Fendekatan yang dipakai oleh penulis yaitu pencekatan

perundang-undangan dan menggunakan metod=interpretasi sejerah.

(€8]
N
=2

Faktor Sejerah
a. Kurangnya PPAT
Faktor kurangnya PPAT pada jaman dahuiu tidak terlepas dari sejarah iahirnya
jabaten PPAT di Indonzsia. Asal mula lahimya Pejahat Pembuar Akia Tanah (PPAT)

tidak terlepas dengan kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia, vang tercantum dalam

<
<
-
<
o
0

UNIVERSITAS

Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar

£
i

Pokok-Pokok Agraria, yang mengatakar bahwa untuk menjamin kepgastian hukuin oleh

pemerintah . diadaken wvendaftaran tanah- di- seluruh: wilavah Republik Indonesia
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menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Setelan beriakunya  Undang-Undang Pokok - Agraria - selanjutnya ' sebagai

pelaksanaan ketentuan Pasal 19 ayat 1 iJndang-Undang Pokok Agraria tersebut oleh
pemerintah. ditetapkan . Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang

endaftaran Tanah, sebagai pehunjang tujuan dari aiterbitkannya Undang-Uncan
)
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POKOK Agraria. Hai terseput merupakan sejarai keberadaan PPAT yang dikenal sampai

saat’ini, dimeana melalui: Peraturan Pemerintzh ini mulal diaturnya peran PRAT yang
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cirumuskan. dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 . Setiap

perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak
baru atas tanah; menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak aias tenah
sebagai tanggungan, harus  dibuktikan ~dengan suatu akta yang dibuat oleh dan

aihadapan penjabat yang ditunjuk olen ivienteri Agraria. Akia tersebut bentuknya
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cditetapkan oleh Menteri Agraria.

Hanya saja dalam Paszl 19 Peraturan Pemerintah. Nomor 10 Tahun 1961 itu
sendiri tidak menyebutkan secara jelas siapa saja yang dapat diangkat sebagai pejabat
yang mempunyal wewenang dalam membuat axta perjanjian yang cimaksud, serta
tidak diatur pula mengenai hak dan kewajibannya; yang selanjutnya untuk menindak
lanjuti hal tersebut, maka Menteri Agraria melalui Peraturan Menteri Agraria Nomor
10 Tahur 1861 Tentang Penuijukan Pejabatr Yang Dimaksudkan Dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah. Nomor 10 Tahurt 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Serta Hak
Dan Kewajibannya, telah mengatur pejabat-pejabat yang dimaksud, sebagaimana pasal

S ayat (1) Perawran Menieri Agraria Nemor 10 Tahun 1981, yang gdapat diangkat
\ Y
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sebagai pejabat adalah:
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a. Notaris;

0. Pegawai-pegawai dan bekas pegawal dalam-lingkungan Departemien Agraria yang

aianggap . mempunyai- - pengetahuan - yang- cukup tentang peraturan-perafuran

| REPOSITORY.UB.ACID |

Pendaftaran Tanah dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan

persoalan peraiihan hak atas tanahi;
. Para pegawsi pamong praja yang pernah melakukan tugas secrang pejabat;

d. Orang-orang lain yana telah lulus dalam ujian yang diadakan oleh Menteri Agraria.

10
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UNtK  menyikapi peningkatan pembangunan nasionai yang oerkelanjutan
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memerlukan dukurgan: jarminan - kepastian hukum  di eidang peitanahan,  dan

pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1960 ditugaskan kepada Pemerintah, merupakan sarana dalam memberikan jaminan
ikepastian hukum yang cimaksudkan, bahwa Peraturan Femerintah Nomor 10-Takhun
1961 dipandang tidak dapat lzgi sepenuhnya mendukung tercapainya hasi! yang lehih

nyata pada pembangunan nasionai, seningga periu- diiakukan penyempurnaan, atas
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dasar tersebut selanjutnya Peraturan Pemerintah Tahun 10 Tahun 1951 dirubeh dengan
Peraturan-Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 Tentang. Pendaftaran Tanah. Fungsi
PPAT lebih ditegaskan iagi dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1997 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah, seria Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 Tentang Pendaftaran Tarali, yang menggantikan Peraturan Femerintah Nomor 10
Tahun 19681, yaitu sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akia pemindahan
hak atas tanah, pembebasan hak atas fanah, dan akta-akta lain yang diatur dengan

peraturan perundang-ungangan yang beriaku dan membantu Kepala Kantor Pertanahan
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dalam melaksanakan rpendaftaran. tanah dengan. membuat -akta-akia yang  akan
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dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah. Dalam meningkatkan
sumber penerimaan negara dari pajak, PPAT juga berperan besar, Karena mercka

ditugaskan - untuk ~memeriksa  telah dibayernya -~ Pajak  Penghasilan - (PPh) . dari
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penghasilan akibat pemindahan hak atas tanah dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB) sebelum mempuat akia:
Mengingat fungsi- PRAT yang cukup besar dslam hidang pelayanan kepada

masyarakat dan peningkatan sumber penerimaan negara yang kemudian akan
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merupakan pendorong untuk peningkatkan pembarigunan nasionai, sehingga perlu
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segera diterbikan peraiuran jabatan PRAT delam hentuk  peraturan’ pemerintah,

sehagaimana yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997, sehingga pada tanggal 5 Maret 1998 ditetapkan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 168 Tentang Peraturan Jabatan Pejahat Pembuar Akia Tanzh, yeng
diberi kewenangan untitk membuat alat bukti mengenai perbuztan hukum: tertentu

mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Ruman Susun yarig -akan
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dijadikan dasar pencafiaran. Sehubungar dangan hal tersebut citstapkan ketentuan
lebih lanjut sehagzi pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tersebut
dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999. Kemudian
peraturan pelaksanaan ierseput divbah dengan Feraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 1 Tahun 2008. Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2016 yang lalu
ditetapkan puila Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Fernerintah No' 37 Tahun 1968 Tentang Peraturan Jabatan Pzjabat Pembuat
Akta Tanah.

Dalam pelaksanaan administrasi perianahan pendaftran yang tercatat di Kantor

Fertananar harus sefalu’ sesuatl dengan keadean atau- s@tus sebenarnya  mengenai
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bidang tanah yano barsangkutan, baik yang menyangkut data fisik imangenai hidang
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tanah tersebut, maupun mengenai hubungan hukum yang menyangkut bidang tanah
iU, atau cata yuridisnya. Daiam hubungan ~dengan pencatatan data “yuricis “ini,

khususnya pencatatan perubahan data yuridis ini yang sudah- tarcatat ssheiumnya,
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peranan PPAT sangatlah penting. Menurut ketentuan di dalam peraturan pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997, “peralihan dan pembevanan hak aw@s tanan hanya dapat
cidaftarkan apabila dibuktikan dengan akia PPAT. Apabila dilihat dari sejerah lahirnya

PPAT diatas, maka dapat diketahui nahwa munculnya camat sebagai PPAT Sementara
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aikarenakan kurangnya seseorang yang menjabat menjadi PPAT itu sendiri di suatu
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daerah. Karera pada zemen dahulu kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal beium

berkembang  seperti saat .ini. Ditambeh lagi dengan kesadaran masyarakat untuk

mendaftarkan tanannya masih kurang.
Bila - diithat deri segi = kegiatan pendaftaran tanan, peslaksanaan kegiatan
pendaftaran. tanah meriipakan - kewajiban. pemerintah vang. bertujuain -memberikan

jaminan Kepastian hukum guna meiindungi nak-hak pemilik tanan yang juga berfungsi
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untuk mengetahui status bidang tanah, siapa perntliknya, jenis hak, luas tanah, serta
renggunazan dan pemantaatan tanah tersebut sehagaimana diamanatkan dalam Pasal 19

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Dari
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ketentuan tersebut dapat ditihat bahwa tujuan pendaftaran tanah meliputi:’

1. Untuk memberikan kepastian hukunm>dan-perlindungan hukum kepada pemegang

hak atas tanah dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dan dapat

membukiikan dirinya sebagal pemegang hak yang bersangkutan;
2: Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. termasuk
masyarakat agar . dengan mudah dapat. memperoleh data yang diperlukan dalam

mengaaakan perbuatan hukum mengenal Sidang-bidang tanah yang sudah terdaftar;
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2. Untuk terselenggaranya tertib administrasi- pertanahan dimana setiap bidang tanah

£
i

termasuk peralihan, pembebanan dan hanusnya hak atas tanah wajib di daftar.
Ketika profest PPAT masih sangat jarang berada di terigah-tengah masyarakat

dan ‘belum tersehar merata diseluruh daerah meaka pemerintah-dalam hat ini adalah
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Menteri Agraria mengangkat pula camat sebagai PPAT Sementara yang dapat

membantu' menggantikan “fungsi: PPAT, seperti yang- tercantum - dalam pengertian

PRPAT Sementara dalam pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemarintah Nomor 37 Tahun 1998

Y'Urip Santoso, Pejabat Pembuat Akta Tanan Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sitat Akta, Kencana, Jakarta,
2016, hal.2
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tentang Peraturan Jabatan PPAT, yaitu PPAT Semeniara acaian PPAT Sementara

| RepOSITORY.UB.ACID |

adalah pejabat pemerintah yang aitunjuk-karena jabatannya untuik melakeanakan tugas

PPAT. dengan membuat akta PPAT di daerah vang belum cukup terdapat PPAT.

Kemudian seiring berialannya waktu dengan adanya kewajiban pemerintan - agar
masyarakat ‘mendaftarkan tenzhnya dan masyarakat yang:semakin dama. sermakin
mengerti ana saia fungsi dari -mendafiarkan tanahnya, maka. psran PPAT sebagali

pejabat yang membaniu pelaksanaan pererintah -daiam mendaftarkan tanah pun
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semakin. dibutubkar. Semakin harl semakin banyalk pula seseorang yang diangkat
menjadi ' PPAT dikarenakan kebutuhan masyarakat akan. tanahnya: juga semakin

meningkat.

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

0. Banyax tanah adat yang masih membuiuhkan PPAT Sementara

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan: Undang-Undang 1945 adalah

Negara hukum yang memberikan jaminan dan memberikan perlindungan atas nak-hak

warga negara antara ain fiak untuk mendapatkan, mempunyal, can menikmati yaitu
salah satunya- adalah. hak milik atas tanah. menurut ketentuan Pasal -19. Undang-
Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 tentang pendaftaran tanah, bahwa hak

milik atas tanan harus dicaftarkan. Pendaitarah tanah adalah sebagai bukti nak yang
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kuat terhadap hak atas tanah untuk membuktikan sebagai pemilik hak atas tanzh secara

£
i

sah. Pada zaman dulu, kepemiiikan tanah pada beberapa daerah di Indonesia dikuasai
cleh masyarakat yang bermukim di daerah tersebut ‘dan diwariskan secare turun-

temurun. Hingga saat ini- pun, di beberapa daerah yarg adat istiadatnya masih kuat,

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

tanah adat ini masih dipegang kuasanya oleh masyarakat setempat. Tanah dengan

oentuk titian, pengairan, kas desa, atau tanah bengkok ini tidak bisa aisertifikatkan

begity seja; karena harus melatui tukar guling ateu palepasan -hak dari kepala adat.

Tanan — tanah tersebut lebih dikenal dengan sebutan tanah girik atau tanah bekas hak
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https://blog.urbanindo.com/tag/tanah

miiik adat. Tanan girik dapat ditingkatkan status kepemilikannya mernjaai_hak guna

| RepOSITORY.UB.ACID |

maupun bak mikik * Tanah tersebut berasal dari tanah adat atau tznah-ianah Isin yeng

belum dikonversi menjadi salgh satu tarah dengan hak tertentu (Hak Milik. Hak Guna

Bangunan, Hak Pakai atau Hak Guna Usana) dan belum didaftarkan = atau

disertifiketkan pada Kanior Fertanahan setsrnpat.

Penyertifikatan tanah adat dalam istilah. hukum pertanahan dikenal dengan

pendaftaran tanah untuk pertama Kaii, yaitu Kegiatan pendaitaran tanah yang dilakukan
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terhadap ohiek pendaflaran tanah yang kelum didafter Kegiatan ini ada dua ienis,

pertama, pendaftaran tanah secara sistematis, yang diprakarsai oleh pemerintah. Yang

kedua, pendattaran tanan secara sporadis yang dilakukan mandiri/atas prakarsa peimilik

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

tanah, Daizm hal pendaftaran tanah umtuk pertama kali, masyarakat dapat meminta

bantuan dari PPAT yang wilayah kerjanya sesuai dengan letak objek tanah vang akan

aidaftarkan.

Dokuman-dokumen yang harus dilengkepi adalah:?

<
e
= B 1. Surat Rekomendasi dari lurah/camat nerinal tanah yang akan didaftarkan.
(%)
oc
i <
= . .
= 2. Membuat surat tidak sengketa dari RT/RW/iUrah.
>0
L
3. Surat Permohonan dari pemiiik tanah untuk meiakukan penyertifikatan (surat ini
bisa dipercleh di Kantor Fertananan seiempat).
4, Surat kuasa {apabila pengurusan dikiiasakan kepada orang lain, misalnya PPAT).

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

23.00 WIB
*{rma Devita, Panauan Hukum Praktis Populer, Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak dalam Memahami Hukum
Pertanahan, Jakerta, Kaifa, 2010

15

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS



https://blog.urbanindo.com/2013/05/jenis-jenis-sertifikat-kepemilikan-lahan/
https://blog.urbanindo.com/2013/05/serba-serbi-sertifikat-hak-guna-bangunan-bagian-1-keuntungan-dan-kerugian-hgb/
https://blog.urbanindo.com/2013/05/serba-serbi-sertifikat-hak-guna-bangunan-bagian-2-cara-merubah-hgb-menjadi-shm/
https://blog.urbanindo.com/2015/08/sertifikat-tanah-adat/

5. identitas pemilik tanah (pernonon) yang dilegaiisasi oleh pejapbai umui -yang

| RepOSITORY.UB.ACID |

berwenang (biasanya Notaris) dan/atau kuasanya, berupa fotokopi <TP dar iKartu

Keluarga, = surat  keterangan . waris dan . akta kelahiran - (jika - permohonan

penyertifikatan aiiakukan cleh anli waris).

€. Bukti atas hak yang dimohenkan: girik/petok/iincik/ketitir atau bukii 12

n sebagai

<

bukti kepemilikan.
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7. Surat pernyataan telah memasang tanda batas.

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Tanda Terima

Sementara (STT3) tanun berjalan.

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

PPAT diberi tugas untuk membantu pemerintan dalam bidang pembuatan akta

ningga pendaftaran tanan. Sama halnya dengan PPAT Sementara, yang imempunyai

tugas dan kewenangan yang sama seperti PRAT. Dalam hal pelaiksanaan tugasnya
melakukan pembuatan akta, PPAT Sementara biasanye menerima masyarakat yang
meilakukan pendaftaran tanah pertama kail atau inempuat akta dengan objek tanah

yang belum terdafiar: Yang dimeksud dengan objek tanah yang belurm terdaftar sendiri

<
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adalah  sebuah tanah -yang beium dilakukan pendaftaran tfanah kepada Badan

£
i

Pertanainan Nasiorial berdasarkan Peraturarn Pemerintaii Nomor 10 Tahun 1961 atau

Persturan: Pemerintah Nemor 24 Tahur 1997 ‘iepatnya pasal 1 -asgka 9, uniuk

memperoleh suatu fujuen yang termuat dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Nomor 24 Tahun 1997 "tentang Pendattaran Tanah. Karena dewasa ini - banyak

masyarakat yang memiliki tanah namun masih belum: terdafiar atau bsrseriifiikat,

~

kemudian mengurus objek tansh tanah tersebut kepada PPAT Sementara agar meniadi

persertitikat.
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Merngapa masyarakat kepanyakan mengurus cojek tanah mereka yang peium

| RepOSITORY.UB.ACID |

terdaftar kepada PPAT Sementara, karena sosok PPAT Semenizra yvang «<ijabat oleh

Camat dalam wilayah keria tertentu lebih dekat dengan sosok -Lurah yang ada di

wiiayah tersebut dan peran camat sebagai PPAT Sementara dan luran sangatiah
berkaitan. Dikatakan sengat berkaitan karena dalarm hal pembuasten akia tanah, camat
herkewajiban untizk menguatkan surat keterangan tanah, surat keterangan kewarisan

peserta surat keterangan ahii waris, dan juga menguatkan Surat Keterangan Pemakaian
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Tanah Negara (SKPTN) serte mermberikan rekomendast permohonan hak atas Negara.
Sedangkan lurah. memiliki peran membuat rekomendasi permohonan hak atas Negara
tersebut kemudian dikeluarkan berdasarkan SKPTN. SKPTN . sendiri dikeluarkan
percasarkan berita acara’ pemeriksaan tanah can’ pernyataan-pernyataar darl tua-tua
kampung, saksi-saksi, ketua RT, dan pemilik tanah. Setelzh lurah mengeiuvarkan, camat
sebagai PPAT Sementara menguatkan surat-surat teisebut atau dapat dikatakan lurah
perkewajiban untuik meneiusuri secara cermat dan benar tentang kebenaran bukti
kepemilikan vang dimiliki oleh orang yang akan mencaftarkan-tanahnya, lalu setelah
pengecekan tersebut selesal, maka lurah akan memberikan surat keterangan mengenai

nasil pengecekan terseout kepada camat sebagal PPAT Sementara untuk dilakukan
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tahap selanjutnya.

o~
7

Hubungan antara camat sebagai PPAT Sementara dan juga lurah inilah yang
menjadi - faktor ~banyaknya lanan adat yang rnasih - memboutuhikan - peran ~PPAT

Sementara sehingga mesyarakat lebih memilih mengurus-aktanya di PPAT Sementara

| REPOSITORY.UB.ACID |

tidak di PPAT. Masyarakat menganggap. jika mengurus. akta yang belum terdafiar di

PFAT Sementara jauh tedin menghemat waxtu dari paga mengurus akta yang o2ium
terdaftar di PRPAT, karena apabila mengurus akts yang belum terdaftar di PRPAT skan

memputuhkan waktu yang lebih iama, mengingat PPAT harus mengurus akta tersebut
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Ke camat dan lurah di daeran dimana taniah itu berada untuk meminta surat-surat

| RepOSITORY.UB.ACID |

keterangan mearigenai tanah yang sedang diurus itu:

T Q

C. Segi masyarakat yang masili mernbutuhkan PPAT Sementara

Terdapst teberapa fakior yang dimifiki masyarakat yang menjadi -alasan
mengapa masyarakat membuat akta yang dikehendakinva tidak ke PPAT melainkan
ke PPAT Sementara yaing dijabat oieh camat. Faktor — faktor tersebut aintara iain -

1. Faktor biaya

BRAWIJAYA

UNIVERSITAS

Terdapat faktor lain yang mendorong masyarakat mengurus aktanya ke PPAT
Sementiara yang oerada di daerahnya tidak ke PPAT, yaitu faktor biaya. Faktor biaya

disini masih erat kaitannya dzngan faktor objek tarah vang belum terdaitar di

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

atas.Mengurus pembuastan akta di PPAT. Sementara, pihak yang menerima hak

pembeii atau misainya penerima hibah, pemonon akan dikenakan bdiaya pembuatan

eltanya ‘saja karena FPAT Sementara tidak —mengenakan  Biaya pengurusan -
pendaftaran pada kantor pertanahan sampatl pada tahap terbit sertifikat Tetapi apabila
pemohon akia mengurus atau membuat akta di PPAT maka biasanya PPAT -akan
mengenakan biaya pembuaten akia sekaligus biaya wepengurusannya sampai pada

tahap terhit sertifikatnya. Dari hal tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa para
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pemohon yang akan membuat akta PPAT terhadap objek tanannya yang beium

£
i

terdaftar akhirnya banyak menggunakan jasa PRAT Sementara sebagal pejabat yang

berwenang untuk itu. Pemohon sudah merasa cukup memiliki akta PPAT dan tidak

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

mendaftarkan akta tersebut pada instansi yang berwenang.

51

2. Fektor kurang familiarnya FPAT bagi rmasyarakat

Dewasa-ini. PPAT yang muncu! di -herbagai casrah semakin: hari semakin
meningkat. Namun masih juga terdapat PPAT Sementara yang dijabat oleh camat,

dan masyarakat masih -banyak puia yang memakal jasa ai PPAT Semeritara datam
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pembuatan akia tanainya.Hai - tersebut dikarenakar beberapa fakior, termasuk

| RepOSITORY.UB.ACID |

diantaranya karena kurang familiarnya #PAT bagi masyarekat. Mengapa demikian,

karena pada awalnya imasyarakat kurang mendapat informasi dan tidak memahami

apa makna dan apa saja tungsi dan kewenangan PPAT secara menyeiurun ditamiah
derigan  semakin hanyaknya PPAT yang ‘murcul di tengah-tengan masyarakat.
Masyarakat belum meimahami betul perbedaan PPAT dan PPAT Sementara dalam

kewenangannya membuat akta otentik.
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3. Faktor jarak dengan iempat tinggal pemahor akta
PRPAT. Sementera yang dijabat oleh camat dalem suatu wilayah adalah PPAT
yang berwenang melakukan pendaftaran tanah hanya dalam wiiayah yang menjadi
penunjukannya tersebut. Masyarakat yang membouat akta di PPAT Sementara tidak di
PPAT juga dipengaruhi oleh faktor jarak dengan tempat tinggalnya, Masyarakat yang
memiliki objek tanah di wilayan Kecamatan Sukun akan lebih memilih mengurus

aktanya pada PPAT Sementara yang berada di wilayah tersetut karena jarak yang
lebih dekat antara kantor PPAT Sementara tersebut dengan obiek tanah yana dimiliki.
Jarak yang lebih dekat tentunya dapat berpengaruh pada waktu pengurusan. Jika jarak

antara cbjek tanah yang dimaksud dengar kantor tempat mengurus akta tanah tersebut
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lebih dekat, maka wakiu penourusan pun akan lebih cepat, karena fleksibilitas pemilik

o~
7

objek tanah yang semakin tinggi pula. Pemilik tanah dapat secara cepat menuju ke
kantor PPAT Sementara untuk mengurus tanahnya, dan petugas PPAT Sementara

juga aken semakin cepat-manuju ohjek tanah pemilik untuk mengetahui riwayat tanah

| REPOSITORY.UB.ACID |

pemilik dan sebagainya, dalam rangka membuat akta tanah tersebut. Dan biasanya

kepala ~desa ‘'dan pamong seierpat menaukung proses  pembuatan akia dan
rnemberikan-informasi yang akurat perihal tanah yang akan dibuatken aktanyva oleh

PPAT Sementara.
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3.2.2 Faktor Administrasi

3.2:2.1 Camat yang menjabat sebagal PPAT Sementara

Keberadaan camat sebagai PPAT. Sementara tidak terlepas dari adanya

| RepOSITORY.UB.ACID |

kewagjiban bagi pemerintan untuk meiakukan Kegiatan pelayanan pertanahan,
mengingat hanwa terdapet keharusan bagi masyarzkat untuk mendsftarkan tanahnya.
Dalam Undang-Ltindang: Nomaer 22 tahun 1999 vang telah diganti dengan UU Nomor

32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah Pasai 13 dan 14 menegaskan bahwa

BRAWIJAYA
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salah catu urusan wajlb yang menjadi Kewenangan pemeriniah daeren propinst dan
pemerintah - kabupaten/keta adalah pelayanan - pertanahan. - Kemudian Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

Pererintah, Pemerintah Propinst, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, pada

bagian lampiran menyebutkan secara rinci kewenangan pemerintah kabupaten/kota

dalaim mengurus bidang pertanahan meliputi 9 sub bidang yaitu :

1. Bidang jirn lokasi

Bidang pengadaan tanah kepentingar umum

]

3. Bidang Penyelesalan sengketa tanah garapan

4.Bidang penyelesaian “masalah gantt kerugtan dansantunian - tanan o untuk
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pembangunan

£
i

(o2}

. Bidang penetapan Subyek dain obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah
kelebihan maksimum dan tanan absentee

6. Bidang Penetapan tenah ulayat

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

7. Bidang pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong

8. Bidang ijin membuka tanah

9. Bidang perencznaan penggunaan tana
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Kemuaian dalam Pasai 17 Peraiuran Pernerintah 41 Tahun 2007 tentang

| RepOSITORY.UB.ACID |

Organisasi Perangkat “Daerah, menentukan: bahwa kecamaian merupakan wilayah

keria camat sebagai perangkat daerah kahupaten dan dserah kota. Adapun bentuk

pelimpahan kewenangan pemerintahan untuk menangani sebagian urusan otcnomi

dacrah rmeliputi sspek .
2. Perizinan

b. Rekomendasi

BRAWIJAYA
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¢. Koordinasi
d. Pembinaan

e. Pengawasan

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

f. Fasilitasi

g Penetapan

h. Penyelenggaraan ; dan

I. “Kewenangan lain yang ailimpaikan
Camat - szhagai - —perangkat  daerah, disamping --ia. mempunyai - tugas
melaksanakan kewenangan pemierintahan yang dilimpahkan oleh dan bertanggung

jawab -pada bupatiswalikota untuk menangani  sepbagian ‘urusan -otonomi daerah
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berdasarkan peraturan bupati/walikota, camat juga menyelenggaraksn tugas umum

£
i

pemerintahan seperti yang termuat dalam pasal 225 Undang-Undang Nomor 23
Tehun 2014 fentang Pemerintzhan Daerah dan pasa! 50 ayal 3 Peraturan Pemeriniah

Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangikat Daerah, yaitu

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

a. menyelenggarakan Urusan Pernerintahan umum;

b.mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

¢. mengoordinasikan upaya penyelenggarazi ketenteraman dan kKetertiben umum;
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o

mengooradinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati/Vvali

| RepOSITORY.UB.ACID |

Kota,

e. mengoordinasikan pameliharaan prasarana dan sarana nelayanan umum;

f. mengoordinasikan penyeienggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh

Perangkat Dasran ditingker kecamatars;

o]

~membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sehutan lain dan/atau

kelurahan;
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h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabuparen/kota
yang- tidak dilaksanakan cleh unii: keria Pemerintahan Daerah kabupaten/kota

yang ada di kecamatan; dan

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

I. melaksanakan tugas iain yang digerintankan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah dan dikuatkan dengan Feraturan Pemerintan Nomor 41 tahun 2007 tentang

Susunan Organisasi dan- Tata Kerja Perangkat Daerah, dijetaskan bahwa Camat
adalah kepala  kecamaian yang. merupakan - Perangkat daerah dari kabupaten/kota.
Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf K Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004

menentuxan bahwa Kascupaten/kota mempuryai kewenangan caiam bidang pelayanan
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pertanahan. Hal ini-berarti kecamatan sebagai perangkat daerah dapat- memberikan

£
i

pelayanan . pertanahan herdasarkan pelimpahan dari hupati/walikota. Pada kegiatan
pelayanan pertanahan tugas dari seorang camal yaitu menguatikan sebuah Surat

Keterangen Tanzh- Deiam pzasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nemor 10 Tahun

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

1961 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa:

“Atas permohonan yaing berhak, maka sesuatu hak atas tanah secara iengkap dapat
pula dibukukzn: dalam-daftar buku tanah didesa desa yang pendafiaran tanahnya
belum diselengaarakan. Untuk membukukan hak tersebut lkepala pendaftaran tanah
harus sampaikan surat atau surat surat hukti hak dan keterangan kensla desa yang
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dikuatkan oleh Asisten Wedana yang memperikan surat atau surat surat bukti hak

T
1tu.

| RepOSITORY.UB.ACID |

Istilah Asisten Wedana yang dimaksud daiam peraturan tersebui diatas, sudah

tidak digunakan laqi, lalu dirubah dengan nama Camat sebagai Kepala Wilayah. Surat
Keterangan Tanah (SKT) seperil yang disebutkan dalarn peraiuran pemerinian diatas
aaaiah surat Keterangan yang dibuat olsh lurah berdasarksn berita acara pemeriksaan
tanan dan pernyataan tua tua kampung, kemudian dikuatkan oleh camat yang

berisikan Keterangan tentang pembuktian hak atas tanah adat yang belum terdaftar
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ateu belum bersertifiket sehubingan taneh tersebut akan dialihkan atau akan diajukan

permohonan haknya. Hal ini berkenaan pula dengan kegiatan pendaftaran hak atas

tanah untuk pertama Kali. Jadi' sahnye SKT  adalah ‘sejak dikuatkar = dengan

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

ditandatangani -oieh camat sebagai kepala kecametan yang menurut Peraturan

Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 sebagai. perangkat daerah yang diangkat

berdasarkar Surat Keputusan Walikota/Bupati, bukain kedudukan Camat sebagai
PPAT Sementarz vang diangkat berdasaikan Surat Keputusan Kepale Karior Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Proninsi.

Jika tanah adat akan cialiikan SKT berfuingsi sebagai saian satu dasar urituk
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rmembuat Akia PRPAT, di- samping alat kukti fainnya. Tetapi apatiia akan langsung

dimohonkan haknya, SKT harus diperkuat dengan Surat pernvataan penguasaan fisik

£
i

bidang tanah dan surai pernyataan pemiiikan yang dibuat oleh pemilik tanah dan

dikuatkan ofer furah lefak  tenah yaing berszngkutan. Namun  sejak berlakunya

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasa! 18 ayat

(1) PP No. 10 tahun 1961 yang menentukan kewenangan camat untuk menguatkan

Surat Keterangan Tanah yang kerfungsi menerangkan tentang tanan adat beium

terdaftar  sudah tidak diperlukan. lagi. Hal ini berarti setelah adanya Peraturan

*Lihat pasal 18 ayat (1) Peraturan Paimerintah Noimor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tarah
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Pernerintah Noimor 24 tahun 1897, SKT yang dikuatkan oieh camat sebagai dasar

| RepOSITORY.UB.ACID |

untuk mambuat akta PRAT dalam peralinan hak dan sebagai zlat pernbuktian hak

lama untuk pembukuan hak tidak diharuskan lagi. Tetani alat pembuktian hak lama

dalam rangka pembukuan hak atas tanah adat yang belum terdaitar, menurut Pasai 24
ayat (1) dan ( 2) Peraiuran Parmerintaii Nomor 24 tahun 2007 adalah berupa surat
pernyataan kepemilikain dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah,

Kenyataannya waiaupun- Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10
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tahun 1957 tidak berfaxu fagi, dalaim rangka memperkuat perbuktian dan permbukuan
hak lama dari tanah acdat yang belum terdaftar, masih dibuatkan SKT yang dikuatkan
olen Camat, waiaupun sudah ada alat pemoukiian hak seperti yang ditentukan daiam
Pazal 24 zyat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah no 24 tahunl297 dan hal ini tidak
dilarang -atau dicermasalahkan oleh Kepala Kantor [Pertanahan sebagai pzlaksana
pencdaftaran tanah, dimana Kantor Pertanahan memiiiki tujuan untuk menimaiisir
kesalahan ‘atau- ketidakbenaran data daiam rangka pembukuan nak atas tanah adat
ang. belum - terdaftar. Karena SKT dikeluarkan-berdasarkan pernyataan tua -tua
kampung yang tahu bhetul akan asal usul atau riwayat tanah yang bersarigkutan,

sehingga dinarapkan dapat mengurangi kesalahan data baik data fisik maupun’ data
gg Y p g g p
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yuridis vang diperlukan.

o~
7

Diatas dikatakan bahwa sahnya SKT apabila telah dikuatkan dengan
ditandatangani oien Camat selaku kepala wiltayah, narmun hai tersebut berkaitan pula

dengan factor pengangkatan Camat szbagai PPAT Sementara oleh Kepala Badan

| REPOSITORY.UB.ACID |

Pertanahan. Meskipun tidak terdapat peraturan yang secara jelas menyebutkan bahwa

Camat dapat merangkap jabetan sebagai PPAT Sementara atau jabatan yang lain,
tetapi diangkatnya Camat sebacai PPAT Sementara disebablkan karena Camat adalah

sebagai kepala wilayah dari suatu daerah dan ia dianggap tahu tentang segala keadaan
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rmaupun kKeberadaai dari obyek tanah yang ada ai daerannya. Lurain yang mempunyai
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hubungan pemeririahain dengan Camat fah 'yang derwenang uniuk riembawa buku

kerawangan desa tempat dimana ia berkedudukan. Kerena lurah herkswajiban untuk

melakukan koordinasi_dengan Camat dan instansi vertikal yang peraca di wiiayah
kerjanya Dapat ciketetiut bahwa apabiia terdapar pemohon yang ekan meridaftarkan
tanahnya untuk pertama kali atau melakukan segala perbuatan hukum yvang berkaitan

dengan obyek tanan yang berada di daerah tersebut, maka pemohon tersebut harus

BRAWIJAYA
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terlebih dahu 'mengetanul riwayat tanahnyz pada buku krawarigan desa yang memuat
uratan lokasi atau letek tanah, petak-petak tanzh, lugs tanah, batas-hatas tanah dan

nomor pajak. Maka dengan adanya pertimbangan tersebut maka Kepala Badan
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Pertanahan menunjuk Camat untuk menjadi PFAT Sementara pada daerah-daerah

.2.2.2 Jabatan Carnat sebagai PPAT Sernentara

PPAT Sementara adalah pejabat yang diangkat dan ditunjuk oleh pamerintah yang
oleh Kkarena jabatannya untuk melaksanakan tugas dan. kewenangan dari PPAT di

daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Pengertian tersebut termuat dalam Peraturan
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Pemerintah Nomor 37 Tahun 1928 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta

£
i

Tanah dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016. PPAT Sementara dalam
hal ini adalan Kepaia Kecamatan. Vlengenai daeran yang belum cukup terdapat PFAT

adalan ~daerah yang jumiah PPAT-nya pelum memenuhi jumliah - formasi yang

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

ditetapkan Menteri - Agraria. Pada daerah yang sudah cukup terdapat PPAT dan

merupakan- daerah yang tertutup untuk perigangkatan PPAT baru, maka camat yang
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baru tidak fagi ditunjuk sebagai PPAT Sernentara.’ Selanjutnya untuk pertimpangan

| RepOSITORY.UB.ACID |

untuk - memenuni pelayanan kepaca masyerakat di daerah-daeran terpeicii, dirmana

masyarakat akan merasakan kesulitan apabila harus pergi ke kantor kecamatan untuk

melaksanakan transaksi mengenai tanahnya, ienteri Agraria juga dapat menunjuk

kepala desa uriuk rmelaksaniakan tugas PPAT®

Seorang camat diangkat menjadi PPAT Sementara karena iabatannya sebagali

kepala kecamatan, Karena it camat memiliki daerah kerja yang saima Gengari wilayah
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kecamatan vang cipimpinnya. Maka, camat hanya dapat membuat -akia PRAT atas
peralihan hak atas tanah dan bangunan yang terdapat dalam wilayah kecamatan yang

dipimpinnya.” Camat yang menjadi PPAT Sementara hanya menduduki jabatan sebagai

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

PPAT Sementara seiama ia menjaci camat i kecamatan tersebut. Scielah ia tidak

meniadi camat di kecamatan tersebut, maka ia pun secara otomatis tidak menjabat

sebagai PPAT Semientaia. Daeran kerja camat sebaga! PPAT Sementara adalah harya
sebatas safl kecamatan yang menjadi daeraly pimpinannya, seperti veng termuat daiam
pasal 12 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan

Pejapnat Pemouat Akta Tanah. Beroeda halnya dengan PFAT.
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PPAT diangkat heidasarkan surat keputusan psngargkatan eleh Kepals Radan

Pertanahan ; Nasional dengan wilayah kerja satu kabupaten/kota. Dan pengangkatan

£
i

sumpah- PPAT terseout dilakukan- oleh Kepaia Kantor Pertananan seiempat tempat

kedudukan PPAT mewskili Badan Pertanahan Nasionai. Tempat kedudukan PRAT daiam

| REPOSITORY.UB.AC.ID |

wilayah kzrjanya tersebut mengandung arti hahwa wilayah keria tersebut terdiri dari

beberapa kecamatan dalam satu Kotia atau kabupaten. Maka aemikian wiiayah kerja PPAT

>Marihot P. Siahaan, Bea Peroiehan iHak Ates Tanah dar Bangunarn Teori-can Praktik, PT.Raja Grafindo
Persada; Jekarta, 2003, him:351

° Pasal 5 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejahat Pembuat Akta
Tanan

"“Marihot P. Siahaan, op.cit, him.382
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lebih fuas dibandingkan dengan wilayah kerja PPAT Sementara. Dalaim praktik saat ini,

setiap ‘camat secara ctomafis  diangkat karena- jabatannyz . ditunjuk sebagal - PPAT

| RepOSITORY.UB.ACID |

Sementara. Meskinun secara jelas ditentukan bahwa camat merupakan PPAT Sementara,

daiam masyarakat seiaiu dikatakan sebagai PPAT tanpa ada kata “sementara” yang
mengikutinya. Peristiwa ini mamblat camet dianggap sama dengan notaris yang ctangkat
sebagai PPAT. Hal ini seb=narnya sah saja imengingat dalam menialankan tiigasnya camat

<

sebagal PPAT Sementara memiliki kewenangan dan ketentuan yang sama dengan notaris

BRAWIJAYA
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seiaku PPAT. Hal ini membuat akia PPAT dalam peralihan hak atas tanah dan banguran
dapat dibuat oleh camat maupun notaries vang ditetapkan sebagai PRAT 2 Hanya yang
membecdakan diantara mereka hanyaiah wiiayah Kkerja vang ditunjuk kepadanya oieh

ﬂr\

pemerintah. FRAT  mempunyal wilayah kerja dalam satu kabupatenskota, sedangkan
PPAT Sementara memiliki-wilayzh kerja hanya terbatas pada kecamatan ity sa2ja. Karena
pada hakikatnya PPAT Sementara merupakan pengganti PPAT, apabila dalam suatu
daerah belum cukup terdapat PPAT

Jabatan PPAT Semeniara dengan. Camet dapat dikatakan telah melekat dan. tidak
dapat dipisahkan. Seseorang yaig telah diangkat menjadi kepala Kecamatarn secara

otematis ia juga akan memadi PPAT Sementara dengan cara a secara langsung
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mengejukan diri menjadi PPAT Sementara dalam wilayah karjanya di iKacamatan tertentu

o~
7

kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi melalui Kepala

Kenter Badan Fertanahan Nasionali Kota/Kabupaten, «arena ~dirasa dirinya telah

memenuhi  ketentuan  pasal 2 Peraturan. Menteri- Negara Agraria/ Kepala Badan

| REPOSITORY.UB.ACID |

Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pelirnpahan Wewenang Pengangkatan

dan Pemberhentian Carnat Sebagai PFAT, yang berbunyi aernikian :

® Marihot P. Siahaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Teori dan Praktik, PT.Raja Grafindo
Persade, Jekarta, hlm.281
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“Untuk dapat diangkat - sebagai PPAT, Camat yang bersangkutan wajib
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mengajukan - parmohonen  pengangkatan | kepada  Menteri o Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kepala Kantor Wilayah melalui

Kantor Pertanahan seternpat.”9

Pazal diatas yang menyedabikan adanya ikelekatan jabatan aritara Camai dengan PPAT
Sementara. - Penuh atai) tidaknya formast PPAT vang ada pada suatu daerah, setiap

orang yang menjabat menjaai Kepala Kecamatan akan secara otomatis akan
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mengajukan dirinya menjad! PPAT Sementara. Dan kepala kantor wiiayah memitiki
wewenang untuk mendangkat camat menjadi PPAT . Sementara tersehiit berdasarkan

pasai 2 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

Nomor. 1 Tahun 1998 « tentang Pelimpahan  Wewenang Pesngangkatan = dan

Pemberhentian Camat Sebaqai PPAT, yaity

“Melimpahkan wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah untuk mengangkat

dan memberhentikan Camat sebaga: PPAT. 5
Demikianlah fakior-fakier yang menyebabkan tetap diangkatnya camat sebagai PPAT
Sementara pada daerah yang tanahnya telah bersertifikat yang sudah cukup terdapat

PPAT.
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| REPOSITORY.UB.AC.ID |

% Lihat pasal 3 Peraturen Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanakan Nasionzl Nornor 1 Tahun 1998
tentang Pelimpahan Wewenang Pennangkatan dan Pemberhentian Camat Sebagai PPAT

Y Lihat pasal 2 ayat 2 Peraturan Meneri Negara Agrarial Kepala Badan Pertariahan Nasional Nornor 1 Tahun
1298 igntang Pelimpahan \Weavvenang Pengangkatan dan RPemberhentien Camat Sebagai PPAT
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BAB IV

[ reposiTORY.UBACID |

KESIMFUJLAN DAN SARAN

4.1, Kesimpulan
Berdasarkan hasi! dari penelitian yang yang penulis teliti vaitu mengenai
Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 2

Tentang Keberadaan PRPAT Sementara, maka dapat diamiil Kestmpulan sebagai
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berikut :

1

a. Bahwa' tidak terdapat Kriteria yang pasti dar kata “belum cukup terdapat

| REPOSITORY.UB.AC.DD |

PPAT” dikarenakan 'tidak -ada. peraturan. yang, secara baku. tertulis -mengenai

forimasi PPAT di tiap-tiap daerah dan Kriteria kata “telah cukup terdapat PPAT”

terletak pada banyaknya PPAT yang menjabat di suatu daerah yang iokasinya

telah tersebar di semua kecamatan yang ada di daerah tersebut, dengan begitu

maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut telah cukup terdapat PPAT.

b, Penyebab Kepale - Badan  Pertanahan. Nagional ' tetap. mengangkat.  Pesjabat

Pembuat Akta Tanah Sementara di daeran-daerah yang tanahnya sudah terdafiar
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atau bersertifikat yang telah cukup terdapat PPAT berdasarkan Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nastonal Nomor 1 Tahun 2006 dipengaruhi oleh dua. faktor
g s

yaitu faktor sejarah dan faktoi administrasi. Faktor. sejarah terdirt dari factor

| REPOSITORY.UB.ACID |

dahulu kurangnya  PPAT di berbagar daerah, bpanyakriya tanah adat yang

membutuhkan peran PPAT Sementara dan dari segi banyaknya masyarakat vang

masih membutuhkan peran PPAT Sementara juga. Faktor administrasi yang
erdiri-dari alasan mengapa camat yang diangkat menjadi PPAT Sementara dan

faktor melekatnya jabatan camat dengan PPAT Sementara itu sendisi.
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4.2, Saran
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Penulis dalam - -melakukan penelitian -ini t2lah - menemukan. adanya

kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki terkait dengan keberadaan PPAT
Sermentara ‘pada daerah-daerah yang - daerahnye telan cukup tercapat PRPAT.
Adapun- saran-tersebut -adalzh bagi Kepala Badan Pertanahan Nasicnal, apabila
dalam suatu wilayah vang sudah banyak terdapat PPAT, sebaiknya pemerintah

yang dalam hal -ini adaiah Meanteri Agreria/iKepala Badan Peranahan Nasicnal
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mempertimbangkan kembzii - tentang — pengangkatan - Camat sebagai  PPAT
Sernentara di tiap-tiap daerah dengan membuat parameter yang jelas mengenai

rormasi FPAT dimular dengen membuat peraturan yang baku dan jelas mengenai
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formasi FPAT dan juga PPAT Sementara, karena mengingat serakin-hari jumlah

PPAT semakin bertambah. Dapat - diketahui juga bahwa  tiap-tiap daerah

mempunyal - luas yang oeroeca-beda, permasalahan dan  kebutunannya senairi-
sendiri terksit diangkatnys PPAT maupun PPAT  Sementara. Fakior-faktor
tersebutlah yang perlu menjadi bahan pertimbangan tambahan bagi Badan
Perlananan Nasional - selanjuinya dalam mengangkat PPAT maupun FPAT

Sementara.
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Adapun sarar- darl enuiis yang dapat diberikan pada Kepala Badan
Pertanahan Nasional yaitu bahwa apabiia daiam suatu dasrah yanig tanah-tanshnya

telah banyak vang bersertifikat tidak perlu lagi diangkat PPAT Sementara di
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daeran tersebut. Berbeda halnya dengan apacila ai suatu daerah banyak tanahnya

vaing beilum bersertifikat: maka masin harus tatgp dipertahanksn-adanya PPAT

Sementara di daerah tersebut.
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